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ABSTRAK 
 
NINDHIA DHIKA NEVADA, E0006188. 2010. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 
KONSUMEN MUSLIM TERHADAP MASAKAN SEAFOOD DI RUMAH 
MAKAN KOTA SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah konsumen muslim sudah 
mendapatkan perlindungan hukum terhadap masakan seafood di rumah makan kota 
Surakarta dan apakah sudah ada harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai 
perlindungan konsumen muslim. Sebelum menjawab permasalahan tersebut, perlu kita 
ketahui bahwa mayoritas konsumen di Indonesia adalah muslim, untuk itu diperlukan 
adanya jaminan kehalalan produk pangan yang halal dan baik (thoyyib). 
Perlu peran pemerintah agar dapat mengeluarkan peraturan mengenai sertifikasi 
halal dan labelisasi halal guna menjamin kehalalan pangan bagi konsumen muslim. 
Pencatatan sertifikasi halal bersifat sukarela dan tidak wajib, untuk itu diperlukan 
kesadaran dari para pelaku usaha agar segera mencantumkan sertifikasi halal di rumah 
makannya dan kesadaran konsumen muslim mengenai sertifikasi halal dan labelisasi 
halal. Mengingat sertifikasi halal dan labelisasi halal tersebut ditujukan untuk melindungi 
konsumen muslim dari produk pangan yang tidak halal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsumen muslim sudah mendapatkan 
perlindungan hukum terhadap masakan seafood di rumah makan kota Surakarta dan 
untuk mengetahui sudah ada harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai 
perlindungan konsumen muslim. Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan 
gambaran dan memberikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait 
perlindungan hukum bagi konsumen muslim. 
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yang 
bersifat preskriftif. Jenis data berupa data primer dan data sekunder, dengan sumber data 
dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik 
analisis data yang penulis gunakan adalah metode interpretasi dan silogosme. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan yang mendasari perlindungan 
hukum bagi konsumen muslim terhadap masakan seafood di rumah makan kota Surakarta 
antara lain adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan 
Iklan Pangan dan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman 
dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. 
 
 
Kata kunci: perlindungan hukum, konsumen muslim, sertifikasi halal, labelisasi halal. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
NINDHIA DHIKA NEVADA, E0006188. 2010. PROTECTION LAW OF MUSLIM 
CONSUMERS ON SEAFOOD DISHES IN SURAKARTA’S RESTAURANTS. 
FACULTY OF LAW SEBELAS MARET UNIVERSITY SURAKARTA. LEGAL 
WRITING (SKRPSI). 
 
 This study aimed to determine whether muslim consumers have gotten legal 
protection of seafood dishes in Surakarta’s restaurants and whether there was 
harmonization of legislation concerning the protection of muslim consumers. Before 
answering this problem, we need to know that the majority of consumers in Indonesia are 
muslims, for it is necessary to guarantee food product halal lawful and good (thoyyib).  
 Necessary role of government in order to issue regulations regarding labeling 
halal and halal certification to ensure food halalness for muslim consumers. Listing of 
halal certification is voluntary and not compulsory, it is necessary for awarness from the 
perpetrators attempt to immediately record at home eating halal certification and 
consumer awareness of muslims about labeling halal and halal certification. Given the 
certification of halal and halal labeling is intended to protect muslim consumers from 
food products that are not halal.  
 This study aims to identify muslim consumers already receive legal protection of 
seafood dishes in a restaurant to know in Surakarta’s restaurants and harmonization of 
existing legislation concerning the protection of muslim consumers. The benefit of this 
research is to provide a description and to provide information regarding laws and 
regulations related to legal protection for Muslim consumers.  
 Types of research that writer is the normative nature of legal research 
prescriptive. Type of data in the form of primary and secondary data, with data sources of 
primary legal materials, legal materials, secondary and tertiary legal materials. Data 
analysis techniques used by the writer is a method of interpretation and silogosme.  
 The result showed that the rules underlying the legal protection for muslim 
consumers of seafood dishes in a restaurant the city of Surakarta, among others, from the 
National Law is Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan 
dan Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Permasalahan tentang perlindungan konsumen tidak akan pernah ada habisnya 
untuk diperbincangkan di masyarakat, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa masalah 
perlindungan konsumen perlu diperhatikan karena konsumen tidak hanya dihadapkan 
pada keadaan untuk memilih apa yang diinginkan, melainkan juga pada keadaan ketika 
konsumen tidak dapat menentukan pilihannya sendiri karena pelaku usaha memonopoli 
segala macam kebutuhan dalam menjalankan usaha para pelaku usaha. Berdasarkan 
kondisi tersebut perlu adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen, 
undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen adalah Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
 
Undang-undang Perlindungan Konsumen telah membangkitkan kesadaran baru 
berupa penumbuhkembangan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab (caveat 
venditor). Sikap bertanggung jawab tersebut diperlukan untuk mewujudkan 
keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha. 
Perekonomian yang sehat tercipta melalui keseimbangan perlindungan 
kepentingan para pihak di situ. Perwujudan keseimbangan perlindungan 
kepentingan tersebut merupakan rasio diundangkannya Undang-undang 
Perlindungan Konsumen. Pembentukan undang-undang tampaknya menyadari 
bahwa prinsip ekonomi pelaku usaha yaitu mendapat keuntungan semaksimal 
mungkin dengan modal seminimal mungkin, sangat potensial merugikan 
kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung (Yusuf 
Shofie, 2008 : 42). 
 
Pada prinsipnya, hubungan hukum antara pelaku dan konsumen adalah hubungan 
hukum keperdataan. Hal ini berarti setiap perselisihan mengenai pelanggaran 
yang dilakukan oleh pelaku usaha atas pelaksanaan Undang-Undang tentang 
Perlindungan Konsumen yang menyebabkan kerugian bagi konsumen adalah 
harus diselesaikan secara perdata. Selain mempunyai sanksi perdata, dalam 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat saksi pidana bagi pelaku 
usaha. Hal ini dipertegas dalam pasal 45 ayat (3) yang menyatakan bahwa 
penyelesaian sengekata diluar dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pelaku usaha yang 
melanggar ketentuan dapat ditemukan dalam Bab XIII Undang-Undang tentang 
Perlindungan Konsumen, yang dimulai dari pasal 60 sampai dengan pasal 63. 
Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terdiri dari sanksi administratif, sanksi pidana 
 
 
pidana pokok dan sanksi pidana tambahan (jurnal-elqisth.blogspot.com/…/ 
perlindungan hukum bagi konsumen produk_2430.html diakses pada tanggal 20 
November 2009). 
 
Keberadaan undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan sebagai 
landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan swadaya 
masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan 
pendidikan konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen merupakan “payung” 
yang mengintegrasi dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan 
konsumen. Perlindungan konsumen merupakan masalah bagi negara, bagi Indonesia, 
perlindungan sebagai salah satu fungsi negara termaktub dalam Alinea Keempat 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menyatakan bahwa “…. melindungi segenap bangsa Indonesia….” Perlindungan kepada 
segenap bangsa Indonesia antara lain adalah perlindungan dari sudut hukum itu. 
Landasan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yakni pada pasal (2)  Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaannya itu. 
Di Indonesia yang mayoritas pendudukanya beragama Islam, telah 
memperhatikan masalah produk-produk makanan yang beredar di masyarakat. Hal ini 
juga berkaitan dengan kepedulian untuk menjalankan kewajiban agamanya dengan baik. 
Aktifitas keseharian dalam memenuhi kebutuhan hidup diusahakan sejalan dan seiring 
serta tidak bertentangan dengan ajaran agama, terutama dalam upaya pemenuhan 
kebutuhan badaniyah. Umat Islam tidak hanya menginginkan konsumsi makanan yang 
sehat secara medis saja, tetapi juga menginginkan konsumsi makanan yang sehat ditinjau 
dari agama, yaitu halal. Oleh sebab itu, berbagai usaha untuk melindungi tercapainya 
keridlaan Allah dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok tersebut memerlukan perhatian 
yang khusus dan lebih intensif. 
 
”Although, it is well known that consumer groups from different cultures and 
religious backgrounds are likely to have different customer satisfaction 
 
 
expectations, the attributes associated with customer segments (Muslim, non- 
Muslim)” (Eurasian Journal of Business and Economics, 2009: 150). 
 
Usaha untuk melindungi umat Islam, yaitu bagi konsumen muslim di dalam 
mematuhi syariat Islam, yang telah menjadi bagian hidup dan kehidupan itu haruslah 
memperoleh jaminan perlindungan hukum. Syariat Islam mengatur kehidupan manusia 
terwujudnya kepentingan hidup yang membawa kebaikan. Islam memandang makanan 
sebagai faktor yang amat penting dalam kehidupan manusia, disamping ibadah-ibadah 
yang lain. Makanan mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jasmani 
dan rohani manusia. Di dalam ajaran Islam banyak peraturan yang berkaitan dengan 
makanan, mulai dari mengatur makanan yang halal dan haram, etika makan, sampai 
mengatur idealisme kuantitas makanan didalam perut. Salah satu peraturan yang 
terpenting ialah larangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang haram. 
Mengkonsumsi yang haram, atau yang belum diketahui kehalalannya akan berakibat 
serius, baik didunia maupun diakhirat kelak. Sebagaimana hadits Nabi yang artinya 
”Setiap daging tumbuh yang diperoleh dari kejahatan (jalan haram), maka neraka lebih 
layak baginya)”  (HR. Imam Ahmad). 
Jika diteliti secara seksama, lebih dari tiga puluh ayat Al-Qur'an menyebutkan 
“perintah” pentingnya umat Islam menjaga dan memperhatikan makanannya. Selain ayat 
Al-Qur'an, tentang perintah ini juga didukung oleh hadits-hadits shahih, baik yang 
menyangkut substansi (dzat) produk maupun cara memperolehnya. Maka umat Islam 
harus memperhatikan dan belajar bagaimana caranya agar pelaku usaha (produsen) 
makanan tidak mengelabui terhadap pembelianya dengan system auditing makanan yang 
dijual. 
Semangat yang bisa diambil dari hadits tersebut adalah bagaimana antara pelaku 
usaha makanan dan konsumennya harus saling memberikan perlindungan terhadap 
makanan yang akan dikonsumsi, lebih-lebih masalah ini menjadi persoalan yang sangat 
penting ditengah pesatnya teknologi pangan, yaitu pelaku usaha makanan tidak 
transparan dengan konsumen muslim yang senantiasa dituntut oleh ajaran agamanya agar 
selalu memperhatikan makanannya. 
 
 
Pada dasarnya konsumen muslim sendiri kurang begitu mengamati atau 
mengetahui bahwa masakan yang mereka konsumsi tersebut halal atau tidak. Ini 
merupakan suatu bentuk dari kesadaran konsumen muslim untuk mengkonsumsi 
makanan bersertifikat halal masih rendah. Bahkan, rumah makan yang hanya memasang 
logo halal tanpa dilengkapi dengan sertifikat halal pun menjadi tempat santapan wanita 
berjilbab. 
 Seperti kasus mengenai masakan seafood di Batam, di mana rumah makan 
tersebut di miliki oleh orang Chinese.  Pada mulanya, Yayasan Lembaga Konsumen 
Muslim (YLKM) Batam dan pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 
mengantar pembicara dari Jakarta menemani makan malam. Masakan yang terkenal di 
Batam adalah seafood. Kemudian mereka mengantar tamu tersebut untuk makan di 
rumah makan Lingga yang menyediakan berbagai macam jenis masakan seafood. 
Namun, YLKM Batam agak terlambat menyusul karena harus mencari tempat parkir 
terlebih dahulu. Saat memasuki rumah makan, terpampang label halal, tapi bukan berasal 
dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 
(LP-POM MUI). YLKM lalu menanyakan apakah rumah makan yang dimiliki oleh orang 
Chinese tersebut memiliki sertifikat halal. Ternyata rumah makan tersebut belum 
memiliki sertifikat halal.  
 
Pengamatan YLKM, rumah makan Lingga banyak dikunjungi oleh keluarga, 
terutama keluarga muslim. Bahkan, para wanita berjilbab pun dengan lahap 
menyantap seafood yang belum bersertifikat halal. Api pun menyambar 
penggorengan, jelas masakan tersebut menggunakan arak atau ang cui. Semoga 
konsumen muslim semakin sadar untuk mengkonsumsi masakan bersertifikat 
halal (ariesaja.wordpress.com/.../ tak-jelas-kehalalan-resto-lingga diakses tanggal 
20 November 2009). 
 
Di tempat lain, ada juga restoran seafood yang juga menjual menu babi. Misalnya 
saja yang terdapat pada restoran ”Seafood 274” di Pesanggrahan, Jakarta Barat. 
Rumah makan milik BI (nama lengkap ada pada redaksi) ini tidak hanya menjual 
hewan laut, tetapi juga kodok, babi dan daging lainnya. Arak merah atau ang ciu 
pun ikut tampil dalam beberapa menu yang dijualnya (Jurnal Halal LP-POM 
MUI). 
 
 
 
Bagi konsumen muslim sering mempertanyakan tentang bagaimana mereka 
mengetahui makanan seafood yang di makan tersebut halal atau tidak. Persoalan inilah 
yang ingin penulis teliti dalam penulisan ini, khususnya bagi konsumen muslim apakah 
sudah mendapatkan perlindungan hukum terhadap masakan seafood, khususnya di 
rumah makan kota Surakarta dan apakah sudah ada harmonisasi peraturan perundang-
undangan mengenai perlindungan konsumen muslim. 
Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang telah penulis kemukakan pada latar 
belakang di atas, maka penulis merasa tertarik dan perlu untuk mengkaji lebih dalam 
tentang perlindungan hukum bagi konsumen muslim, khususnya terhadap masakan 
seafood di rumah makan kota Surakarta yang masalah kehalalan masakan seafood 
tersebut sedang menjadi pertanyaan dan bahan perbincangan bagi konsumen muslim. 
Untuk itu penulis mengangkatnya dalam suatu penelitian hukum yang berjudul: 
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP 
MASAKAN SEAFOOD DI RUMAH MAKAN KOTA SURAKARTA”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Secara teoritis perundang-undangan mengenai perlindungan hokum bagi 
konsumen muslim terhadap masakan seafood, apabila terdapat harmonisasi peraturan 
perundang-undangan mengenai kewajiban pelaku usaha mencantumkan label halal dan 
saksinya. Berdasarkan asumsi teoritis tersebut maka rumusan masalah adalah sebagai 
berikut: 
1. Apakah konsumen muslim sudah mendapatkan perlindungan hukum terkait label 
halal terhadap masakan seafood di rumah makan kota Surakarta? 
2. Apakah sudah ada harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban 
pelaku usaha mencantumkan label halal dan sanksinya? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dalam 
menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka 
penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 
 
 
 
 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui konsumen muslim sudah mendapatkan perlindungan hukum 
terhadap masakan seafood di rumah makan kota Surakarta, 
b. Untuk mengetahui sudah ada harmonisasi peraturan perundang-undangan 
mengenai perlindungan konsumen muslim. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk meningkatkan kualitas pengetahuan penulis tentang jaminan kenyamanan 
dan keamanan konsumen muslim, dalam memperoleh produk yang jelas 
kehalalannya, yang menjadi kewajiban pelaku usaha, 
b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pemahaman akan arti pentingnya 
Ilmu Hukum dalam teori dan praktik, 
c. Untuk memperoleh data-data yang akan penulis pergunakan sebagai bahan utama 
penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar 
kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai manfaat bukan hanya bagi penulis 
saja, namun diharapkan juga berguna bagi pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang dapat 
diperoleh dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya 
yang berkaitan dengan Hukum Perlindungan Konsumen yaitu menyangkut 
perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap masakan seafood di rumah 
makan kota Surakarta, 
b. Memberikan informasi bagaimana peraturan perundang-undangan mengenai 
konsumen muslim, khususnya terhadap masakan seafood di rumah makan kota 
Surakarta, 
c. Hasil dari penelitian ini dapat di pakai sebagai acuan terhadap penelitian-
penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. 
 
 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk 
mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang di peroleh, 
b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi 
pihak yang berkepentingan. 
 
E. Metode Penelitian 
”Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu 
menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi 
merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan 
pengembangan ilmu pengetahuan” (Soerjono Soekanto, 2007: 7). 
 
Dengan kata lain pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan 
sistematik secara rutut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan 
untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran maupun ketidakbenaran dari 
suatu gejala hipotesa. Dengan demikian metode penelitian merupakan unsur yang sangat 
penting dalam kegiatan penelitian agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan teruji 
keilmiahannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan 
tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam 
hubungannya dengan masalah yang terjadi. 
 
”Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian 
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 
belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau 
penelitian hukum kepustakaan” (Soerjono Soekanto, 2007: 13-14). 
 
 
 
 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian ini adalah preskriptif. Penelitian bersifat preskriftif 
mempelajari persoalan-persoalan mengenai tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, 
validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Adapun 
penjelasan dari persoalan-persoalan tersebut, yaitu: 
a. Persoalan tujuan hukum harus dihadirkan dalam perbincangan masyarakat. 
Perbincangan yang di maksud adalah perbincangan konsumen muslim mengenai 
kehalalan masakan seafood di rumah makan kota Surakarta, 
b. Persoalan yang merupakan suatu condition sine qua non dalam hukum adalah 
masalah keadilan. Persoalan keadilan merupakan persoalan yang berkembang 
seiring dengan peradaban masyarakat dan intelektual manusia. Bentuk keadilan 
dapat berubah tetapi esensi keadilan selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, 
c. Persoalan validitas aturan hukum, masalah demikian timbul karena banyaknya 
segi kehidupan masyarakat. Apabila masyarakat meletakkan aturan-aturan 
hukum, yang ditekankan adalah ketertiban, 
d. Mempelajari konsep-konsep hukum berarti mempelajari hal-hal yang semula ada 
di alam pikir dihadirkan menjadi sesuatu yang nyata. Konsep hukum, bentukan 
hukum ataupun konstruksi hukum merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan di 
dalam kehidupan bermasyarakat (Peter Mahmud, 2008: 24), 
e. Mempelajari norma-norma hukum merupakan bagian yang esensial di dalam ilmu 
hukum. 
3. Jenis Data 
Data adalah fakta, informasi, gejala, angka, keadaan, proposisi, perilaku, 
peristiwa dan lain- lain yang diperoleh dari suatu penelitian. Jenis data yang penulis 
pergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Jenis data 
primer terdiri dari perundang-undangan. Sedangkan jenis data sekunder terdiri dari 
data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah 
dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, 
majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang 
dilakukan. 
 
 
 
4. Sumber Data 
Sumber data merupakan tempat dimana data diperoleh. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data 
sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa: 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang berupa peraturan 
perundang-undangan, yaitu: 
1) Kompilasi Hukum Islam, 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, 
5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 
6) Peraturan Pemerintah  Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, 
7) Keputusan Menteri Agama (Kepmen) Nomor 518 Tahun 2001 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. 
b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 
primer. Yang terdiri dari buku-buku, referensi, jurnal-jurnal hukum yang terkait, 
majalah, internet, dan lain-lain. 
c. Bahan hukum tersier atau penunjang yauitu bahan-bahan hukum yang menunjang 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, 
ensiklopedi, dan seterusnya. 
5. Analisis Data 
Dalam menganalisis permasalahan hukum, peneliti menggunakan metode 
interpretasi dan silogisme. Metode interpretasi akan berfungsi sebagai rekonstruksi 
gagasan yang tersembunyi di balik aturan hukum. Sedangkan metode silogisme 
deduksi terdiri dari premis mayor dan premis minor. 
Sebagai premis mayornya adalah: 
a. Peraturan perundang-undangan: 
1) Kompilasi Hukum Islam, 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
 
 
4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, 
5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 
6) Peraturan Pemerintah  Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan 
Pangan, 
7) Keputusan Menteri Agama (Kepmen) Nomor 518 Tahun 2001 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. 
b. Teori harmonisasi menurut Fuller, Ten Berger, Hans Kelsen 
Adapun premis minornya adalah: 
a. Perlindungan hukum terkait label halal terhadap masakan seafood di rumah 
makan Surakarta, 
b. Harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban pelaku usaha 
mencantumkan label halal dan sanksinya. 
 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran secara 
keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam 
penulisan hukum. Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi: 
BAB I  :  PENDAHULUAN 
Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah,  perumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian 
dan sistematika penulisan hukum. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang 
meliputi dua hal yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka 
teori akan diuraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pokok 
masalah dalam penelitian ini. Sedangkan kerangka pemikiran 
disampaikan dalam bentuk bagan dan uraian singkat. 
BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang membahas 
tentang perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap masakan 
 
 
seafood di rumah makan kota Surakarta dan harmonisasai peraturan 
perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen muslim. 
BAB IV :  KESIMPULAN DAN SARAN 
Dalam bab ini penulis akan menuliskan simpulan dari hasil penelitian ini 
dan memberikan saran yang berangkat dari hasil yang diperoleh dari 
penelitian yang dilakukan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Teori Efektivitas Peraturan Perundang-undangan  
Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup suatu 
masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. 
Hukum diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang menetapkan sesuatu diatas 
sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni 
menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan, dan terlarang untuk 
dikerjakan. Hukum diartikan sebagai ketentuan suatu perbuatan yang terlarang 
berikut berbagai akibat (sanksi) hukum didalamnya. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektivan hukum atau penegakan hukum 
(law enforcement), yaitu: 
a. Perangkat hukum atau aturan itu sendiri (Undang-Undang/Peraturan-peraturan) 
Syarat-syarat agar suatu aturan hukum berlaku efektif: 
1) Undang-Undang dirancang dengan baik, kaidahnya jelas, mudah dipahani dan 
penuh kepastian 
2) Undang-Undang sebaiknya bersifat melarang (prohibitur) dan bukan 
mengharuskan atau membolehkan (mandatur) 
3) Sanksi haruslah tepat dan sesuai tujuan. 
4) Beratnya sanksi tidak boleh berlebihan (sebanding dengan pelanggarannya) 
5) Mengatur terhadap perbuatan yang mudah dilihat 
6) Mengandung larangan yang berkesesuaian dengan moral 
7) Pelaksana hukum menjalankan tugasnya dengan baik, menyebarluaskan 
Undang-Undang, penafsiran seragam dan konsisten 
b. Penegak hukum (pembentuk hukum maupun penerap hukum) 
 
”Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia harus mencakup tiga aspek 
penting yang sangat mendasar, yaitu Kultur masyarakat tempat nilai-nilai 
hukum akan ditegakkan, Struktur dari penegak hukumnya sendiri, 
 
 
kemudian Substansi hukum yang akan ditegakkan” (Sabian Utsman, 2009: 
231). 
 
Proses penegakan hukum (enforcemen of law) pada kaidah hukum atau 
peraturan yang dalam wujud kongkritnya berupa peraturan, perudang-undangan yang 
berlaku seperti: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Inpres, Kepres dan produk 
hukum lainnya.  
Menurut Fuller, untuk mengukur dan memberikan kualifikasi terhadap sistem 
hukum yang memberikan moralita tertentu, diletakkan dalam delapan principle of 
legality, yang diantaranya adalah: 
a. Peraturan berlaku juga bagi penguasa, harus ada kecocokan atau konsistensi 
antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya, dituangkan dalam 
peraturan yang berlaku umum, artinya suatu sistem hukum harus mengandung 
peraturn-peraturan dan tidak boleh sekedar mengandung keputusan-keputusan 
yang bersifat sementara, 
b. Aturan-aturan yang telah dibuat harus diumumkan kepada mereka yang menjadi 
obyek pengaturan aturan-aturan tersebut, 
c. Tidak boleh ada peraturan yang memiliki daya laku surut atau harus non-
retroaktif, karena dapat merusak integritas pengaturan yang ditujukan untuk 
berlakubagi waktu yang akan dating, 
d. Dirumuskan secara jelas, artinya disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti, 
e. Tidak boleh mengandung aturan-aturan yang bertentangan satu sama lain, 
f. Tidak boleh mengandung beban atau persyaratan yang melebihi apa yang harus 
dilakukan, 
g. Tidak boleh terus menerus diubah, artinya tidak bleh ada kebiasaan untuk sering 
mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan 
orientasi, 
h. Harus ada kecocokan atau konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan 
pelaksanaan sehari-hari. 
Sejalan dengan uraian diatas, untuk menjamin terbentuknya peraturan 
perundang-undangan yang baik, antara lain mengandung moralitas tertentu, 
 
 
mengandung keharmonisan, tidak terhalang oleh perbedaan-perbedaan, tidak saling 
bertentangan, terkait dalam sistem, berisi dan tahan lama, diperlukan harmonisasi 
hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka harmonisasi 
hukum menuju hukum responsive, diselenggarakan melalui proses demokratis dan 
terintegrasi yang dijiwai Pancasila dan bersumber pada UUD 1945, untuk 
menghasilkan produk peraturan perundang-undangan yang harmonis sampai pada 
tingkat peraturan pelaksanaanya. 
Menurut J.B.J.M. ten Berger menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum 
(Ridwan HR: 9), yaitu: 
a. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus 
ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. 
Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga 
Negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai 
jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah 
harus ditemukan dasarnya pada undang-undang tertulis (undang-undang formal), 
b. Perlindungan hak-hak asasi, 
c. Pemerintah terikat pada hukum, 
d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus 
dapat ditegakkan ketika hukum itu dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa 
ditengah masyarakat terdapat instrument yuridis penegak hukum melalui sistem 
peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas 
pemerintah, 
e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka, suprioritas hukum tidak dapat ditampilkan 
jika aturan-aturan hukum hanya dilaksanakan organ pemerintahan. Oleh karena 
itu, dalam setiap Negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang 
merdeka. 
 
Menurut Hans Kelsen, validitas norma-norma hukum sebagai suatu rantai 
validitas yang berujung pada konstitusi negara. Validitas norma-norma hukum tidak 
dapat dipertanyakan atas dasar isinya tidak sesuai dengan beberapa nilai moral atau 
 
 
politik. Suatu norma adalah norma hukum yang valid oleh nilai fakta bahwa norma 
tersebut telah dibuat sesuai dengan aturan tertentu. 
Validitas adalah eksistensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah valid 
merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan 
mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat (binding force) 
terhadap orang yang perilakunya diatur. Aturan adalah hukum, dan hukum yang jika 
valid adalah norma. Jadi hukum adalah norma yang memberikan sanksi (deterrence, 
prevention). Semua norma hukum adalah milik satu tata aturan hukum yang sama 
karena validitasnya dapat dilacak kembali, secara langsung atau tidak, kepada 
konstitusi pertama. Bahwa konstitusi pertama adalah norma hukum yang mengikat 
adalah sesuatu yang dipreposisikan, dan formulasi preposisi tersebut adalah norma 
dasar dari tata aturan hukum. 
Konsep validitas dapat dipahami dengan mempelajari empat arti yang 
diberikan oleh Hans Kelsen, yaitu:  
1. Suatu norma eksis dengan kekuatan mengikat, 
2. Norma partikuler tersebut dapat diidentifikasi sebagai bagian dari suatu tata 
hukum (legal order) yang berlaku (efficacious), 
3. Suatu norma dikondisikan oleh norma lain yang lebih tinggi dalam hirarki norma, 
4. Suatu norma yang dijustifikasi kesesuaiannya dengan norma dasar.  
Hans Kelsen menganggap bahwa suatu sistem hukum suatu sistem 
pertanggapan dari norma atau kaidah hukum, di mana suatu kaidah hukum tertentu 
akan dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Hans 
Kelsen mengatakan bahwa kaidah yang merupakan puncak dari sistem pertanggapan 
dinamakan sebagai kaidah dasar atau “Grundnorm”. Sahnya suatu kaidah hukum 
dapat dikembalikan pada kaidah-kaidah hukum yang lebih tinggi dan akhirnya pada 
kaidah dasar. Teori Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum berdiri sendiri terlepas 
dari aspek kemasyarakatan yang lain. 
Teori Hans Kelsen (teori positivisme) menyebutkan kaidah hukum tersebut 
diatas sebagai Stufenbou theory, sistematika dari Stufenbau theory adalah sebagai 
berikut: 
 
 
 
 
Grund Norm (norma dasar) → Pancasila 
Grund Gezetze (aturan dasar) → UUD 1945 
Formellegesetze (peraturan perundangan) → UU 
↓ 
Veror denungen → peraturan pelaksanaan 
Indonesia menganut gagasan supremasi konstitusi (supremacy of constitution). 
Konsekuensi dianutnya supremacy of constitution, semua peraturan perundang-
undangan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi UUD 1945. Dalam pendekatan 
Hans Kelsen “Stufenbau Theory”, hukum positif dikonstruksi berjenjang dan 
berlapis-lapis, peraturan yang rendah bersumber dari dan tidak boleh bertentangan 
dengan peraturan yang lebih tinggi. Teori tersebut kemudian dalam ilmu hukum 
disebut asas “lex superior derogat legi inferiori”. Semua peraturan perundang-
undangan tidak boleh bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945. 
Artinya UUD 1945 adalah landasan konstitusional pembentukan negara 
Indonesia dan Sistem Hukumnya. Pasal 1 ayat (2) ”kedaulatan berada di tangan 
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.” Dengan kata lain artinya 
rakyatlah yang berkuasa. 
Sehubungan dengan penelitian hukum, maka digunakan metode pendekatan 
sinkronisasi untuk meneliti hukum Islam dan hukum nasional, dengan sudut pandang 
metodologi kajian ilmiah yang dikenal dalam studi hukum konvensional. Penelitian 
hukum normatif melalui pendekatan sinkronisasi tersebut yaitu: 
a. Sinkronisasi Hukum Horizontal 
 
”Bertujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh mana 
perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai 
keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang 
yang sama” (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003: 74). 
 
 
 
Taraf sinkronisasi secara horizontal ini, mula-mula harus terlebih dahulu 
dipilih bidang yang akan diteliti. Setelah bidang tersebut ditentukan. 
Dari hasil analisa akan dapat terungkap, sampai sejauh mana taraf 
sinkronisasi secara horizontal dari berbagai macam peraturan perundang-
undangan Selain mendapatkan data tentang peraturan perundangan-undangan 
untuk bidang-bidang tertentu secara menyeluruh dan lengkap, maka penelitian 
dengan pendekatan ini juga dapat menemukan kelemahan-kelemahan yang ada 
pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur bidang-bidang tertentu. 
 
Dengan demikian peneliti dapat membuat rekomendasi untuk melengkapi 
kekurangan-kekurangan, menghapus kelebihan-kelebihan yang saling 
tumpang tindih, memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang ada, dan 
seterusnya. Hasil-hasil penelitian ini tidak hanya berguna bagi penegak 
hukum, akan tetapi juga bagi ilmuwan dan pendidikkan hukum (Soerjono 
Soekanto, 1986: 257). 
 
b. Sinkronisasi Hukum Vertikal 
 
”Bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundangan-undangan 
yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling 
bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal 
atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada” (Bambang 
Sunggono, 1997: 97). 
 
Hierarki peraturan perundang-undangan di RI diatur dalam ketetapan 
MPRS Nomor XX/MPRS/1966 (merupakan memorandum Sumber Tertib Hukum 
DPR-GR tanggal 9 Juni 1966) dan telah digantikan dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukkan Peraturan 
Perundang-Undangan Beserta Peraturan Pelaksanaannya, yang pada Pasal 7 diatur 
mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 
3) Peraturan Pemerintah, 
4) Peraturan Presiden, 
 
 
5) Peraturan Daerah. 
Dalam penelitian ini maka yang ditelaah adalah peraturan perundang-
undangan suatu bidang tertentu, didalam perspektif hierarkisnya. Sudah tentu 
bahwa telaah ini juga harus didasarkan pada fungsi masing-masing perundang-
undangana tersebut, sehingga taraf keserasiannya akan tampak dengan jelas. 
Misalnya, suatu Peraturan Pemerintah yang setingkat lebih rendah dari undang-
undang merupakan peraturan yang diciptakan untuk menjalankan atau 
menyelenggarakan undang-undang. Dengan demikian dapat pula kita tinjau 
sebab-sebab terjadinya kasus yang dihadapi sepanjang mengenai hierarki 
peraturan perundang-undangan tersebut, dari tingkat tertinggi sampai tingkat 
terendah. 
 
2. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen Muslim 
Kaitannya dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka 
atas dasar kenyataan tersebut mayoritas konsumen terbesar adalah konsumen muslim. 
Di sisi lain, masih banyak aspek yang tidak tercakup dalam sistem perundang-
undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen muslim, 
khususnya perlindungan dari makanan yang haram. 
Islam melihat sebuah perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan 
keperdataan semata melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan 
menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dalam konsep hukum 
Islam perlindungan atas tubuh berkait dengan hubungan vertikal (Manusia dengan 
Allah) dan horizontal (sesama manusia). Dalam Islam melindungi manusia dan juga 
masyarakat sudah merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas 
barang-barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan. 
Berdasarkan hal tersebut, maka masyarakat Islam (konsumen muslim) harus 
mendapatkan perlindungan atas kualitas mutu barang dan jasa serta tingkat kehalalan 
suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen 
merupakan hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk 
melindungi warga negaranya khususnya atas produk yang halal dan baik, yaitu bagi 
 
 
konsumen muslim. Perintah Allah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik 
(Thoyyib) telah terdapat dalam Al-Quran: 
a. Surat Al Baqarah (2) ayat 168, ayat 172 dan ayat 173 
Ayat 168: 
"Wahai manusia makanlah dari makanan yang halal dan baik yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. 
Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu". 
Ayat 172: 
“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik 
dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu 
menyembah”. 
Ayat 173: 
“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, 
daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. 
Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa 
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 
b. Surat Al Maa-idah (5) ayat 3 dan ayat 88 
Ayat 3: 
 “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging 
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, 
yang jatuh, yang ditanduk, dan yang tertekam binatang buas, kecuali yang sempat 
kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. 
Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib 
dengan anak panah itu) adalah kefisikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah 
putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut 
kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusemprnakan untuk 
kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepada ni’mat-Ku, dan telah Ku-ridhai 
Islam itu jadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan 
tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lahi Maha 
Penyayang”. 
 
 
Ayat 88: 
“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 
rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada kamu yang beriman kepada-Nya”. 
c. Surat Al An’aam (6) ayat 121 dan ayat 145 
Ayat 121: 
 “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut 
nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu 
adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-
kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, 
sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik”. 
Ayat 145: 
Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan 
kepada-Ku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, 
kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi-
karena sesungguhnya semua itu kotor-atau binatang yang disembelih atas nama 
selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya 
Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 
d. Surat Al A’Raaf (7) ayat 31: 
“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 
masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”. 
e. Surat An Nahl (16) 
Ayat 114: 
“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan 
Allah kepadamu, dan syukurilah ni’mat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja 
menyembah”. 
Ayat 115: 
“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, 
darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain 
Allah, tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan menganiaya dan 
 
 
tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang”. 
f. Surat Al Mu’Minuun (23) ayat 51: 
“Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan 
kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan”. 
Bagi umat Islam masalah makanan mendapat perhatian penting dan di dalam 
kitab-kitab fikih masalah makanan serta minuman (khamer) merupakan bagian 
tersendiri dalam pembahsannya. Hal penting yang harus diperhatikan muslim dalam 
mengkonsumsi makanan adalah bahwa makanan tersebut halal dan baik (halalan 
Thoyyib), sebagaimana yang diperintahankan Allah dalam Al-Qur’an Surat Al 
Baqarah 168 yang artinya “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 
apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, 
karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. 
Dari ayat diatas, dapat dilihat bahwa hal pertama yang wajib diperhatikan 
adalah bahwa makanan itu halal. Pengertian halal mencakup tiga aspek, yaitu: 
a. Halal dari segi zat-nya 
b. Halal dari segi cara memperolehnya 
c. Halal dari segi pengolahannya 
 
One of the most important concepts in Islam is the concept of halal, which 
means “permissible”. Halal covers the aspects of slaughtering, storage, 
display, preparation, hygiene and sanitation. It covers food as well as non-
food category of products. Given the speed of trade globalization, the 
advancement is science and technologi, and the on-going initiatives to 
simplify manufacturing processes, it is essential that the halal concept be fully 
understood by marketers (Halal certification: an internasional maketing issues 
and challenges, http://www.ctw-congress.de/ifsam/download/track_13/pap00 
226.pdf diakses tanggal 18 Maret 2010). 
 
Mengenai halal dari segi zatnya, Yulkarnai Harahab mengatakan bahwa 
semua makanan yang ada di alam ini, baik yang berasal dari tumbuhan ataupun 
binatang, adalah halal untuk dimakan kecuali yang jelas-jelas di haramkan dalam 
hukum Islam. Khusus makanan yang berasal dari tumbuhan (makanan nabati) tidak 
ada masalah dalam hukum Islam, yakni Islam tidak melarang makanan nabati ini, 
 
 
kecuali berubah dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi minuman yang 
memabukkan. Maka jenis-jenis makanan nabati tersebut dapat menghilangkan 
ingatan, merusak akal, melemahkan dan merusak tubuh, seperti ganja dan sebagainya 
adalah termasuk jenis nabati yang dilarang atau haram dimakan. Adapun makanan 
yang berasal dari hewan (makanan jenis hewani), ada yang sebagian yang dilarang 
(haram) untuk dimakan oleh muslim. Jenis makanan yang diharamkan tersebut 
tercantum dalam: 
a.  Surat Al-Baqarah ayat 173: 
“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik  
Kami yang berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar 
kepada-Nya saja kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan 
bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) 
disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, 
sedang ia tidak menginginkan dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa 
baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 
b. Surat Al-Maidah ayat 3: 
“Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging 
hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang 
jatuh, yang ditanduk dan tertekam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 
menyembelihnya dan diharamkan bagimu yang disebelih untuk berhala…”. 
Surat Al-Maidah ayat 3 tersebut merinci Surat Al-Baqarah ayat 173, yakni 
pada Surat Al-Baqarah ayat 173 hanya menyebutkan empat jenis makanan yang di 
haramkan, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih atas nama 
selain Allah, sedangkan pada Surat Al-Maidah ayat 3 menyebutkan sepuluh jenis 
makanan yang diharamkan. Kesepuluh jenis makanan tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Bangkai, 
Semua macam bangkai adalah haram untuk dimakan, kecuali bangkai ikan 
sebagaimana yang dinyatakan dalam hadist “laut itu suci airnya dan halal 
bangkainya”. Yang dimaksud bangkai adalah semua binatang yang mati tanpa 
disembelih terlebih dahulu. Hikmah diharamkannya bangkai untuk dikonsumsi 
bagi umat Islam sangat nampak sekali bila dilihat dari segi kesehatan. Binatang 
 
 
yang mati tanpa disembelih dahulu mengandung banyak bibit penyakit, karena 
kuman-kuman penyakit yang ada dalam darah akan masuk ke dalam daging 
hewan tersebut karena darahnya tidak bisa mengalir keluar. 
b. Darah, 
Semua darah yang mengalir keluar dari binatang yang disembelih adalah 
haram untuk dimakan. Kebiasaan orang awam untuk kemudian dijadikan 
makanan (orang Jawa menyebut dengan istilah “saren”) atau dicampurkan pada 
masakan adalah suatu hal yang bertentangan dengan syari’at Islam. Dilihat dari 
segi kesehatan, darah yang ada pada binatang merupakan sumber bakteri 
penyakit, sehingga jika darah binatang itu dikomsumsi manusia akan sangat 
berbahaya. 
c. Daging babi, 
Walaupun dalam ayat di atas disebutkan bahwa yang diharamkan 
hanyalah daging babi, namun menurut penafsiran para ulama berdasarkan ayat di 
atas yang diharamkan termasuk kulit babi, lemak babi (minyak babi), dan 
sebagainya. 
 
Dalam tafsir Al-Manar sebagaimana dikutip Sayyid Sabiq dalam Fikih 
Sunnah, dinyatakan bahwa babi itu jorok dan makanannya yang paling 
lezat bagi babi adalah kotoran dan najis. Babi berbahaya untuk semua 
iklim (daerah) terutama di daerah tropis, sebagaimana dibuktikan oleh 
berbagai eksperimen. Memakan dagingnya termasuk salah satu penyebab 
cacing yang mematikan (Yulkarnain Harahab, 2003: No. 46/I/2003 
halaman 69). 
 
d. Daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, 
Artinya dengan menyebut selain Allah pada waktu menyembelihnya, 
sehingga dari ketentuan ini diharamkan untuk memakan untuk memakan daging 
yang waktu penyembelihnya diniatkan untuk sesajen, untuk persembahan kepada 
berhala dan sebagainya. Ini termasuk diharamkan secara dieni (agama) demi 
menjaga kemurnian tauhid. 
e. Binatang yang mati karena tercekik, 
f. Yang dipukul, 
g. Yang jatuh, 
 
 
h. Yang diterkam binatang buas, binatang yang mati karena disebabkan pada no. e 
sampai dengan h adalah haram dimakan karena hukumnya sama dengan bangkai. 
Walaupun demikian apabila masih sempat menyembelihnya sebelum binatang itu 
mati karena sebab-sebab di atas, maka dihalalkan untuk memakan dagingnya, 
i. Binatang yang disembelih untuk berhala. 
Yang dimaksud adalah binatang yang disembelih dalam rangka 
memuliakan atau mengagungkan thagut (berhala). 
Makanan yang Thoyyib sangat penting artinya bagi kesehatan jasmani, 
sedangkan makanan yang halal sangat penting artinya bagi kesehatan rohani dan 
kesehatan jiwa. Berikut ini kutipan dari beberapa hadist Nabi tentang arti pentingnya 
makanan halal: 
a. H. R. Ali r. a. 
“Barang siapa yang hidupnya dari makanan yang serba halal, maka 
bersinarlah agamanya, lemah lembut hatinya dan tiada dinding penghalang dari 
do’a-do’anya. Dan barang siapa yang makan makanan yang subhat, maka 
samarlah agama dan gelaplah hatinya. Dan barang siapa memakan barang yang 
haram, hatinya menjadi mati, agamanya menjadi lemah, keyakinan kurang dan 
Allah menutup pintu do’anya dan ibadahnya sangat sedikit”. 
b. H. R. Ibnu Mardawiyah dari Abbas r. a. 
“Rasulullah bersabda, “wahai Sa’ad perbaikilah makananmu, niscaya 
do’a engkau akan makbul”, sesungguhnya seseorang yang menelan sesuap 
makanan haram, maka ibadahnya tidak akan diterima selama empat puluh hari 
(selama makanan itu masih berada di tubuhnya)”. 
Oleh karena hal tersebut di atas, dalam hal ini secara yuridis fomal negara 
Indonesia sudah memiliki aturan hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1996 tentang Pangan. 
 
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, selain ditentukan bahwa 
pangan harus memenuhi standar kesehatan (Thoyyib dalam istilah hukum 
Islam) juga dijumpai beberapan ketentuan yang mensyaratkan label halal bagi 
pangan yang diperdagangkan yang member petunjuk tentang kehalalan atas 
 
 
produk makanan tersebut. Hal ini cukup penting bagi konsumen muslim 
(Yulkarnain Harahab, 2003: No. 46/I/2003 halaman 72). 
 
Adapun pengertian pangan halal dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah  
Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang menyatakan bahwa 
pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram 
atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku 
pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk 
bahan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang 
pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 
 
Pencantuman pada label pangan merupakan kewajiban apabila setiap orang 
yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah 
Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang 
bersangkutan halal bagi umat Islam. Keterangan halal tersebut dimaksudkan 
agar masyarakat (umat Islam) terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak 
halal atau haram (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004: 78). 
 
Di sinilah letak pentingnya suatu wadah yang mengurusi perlindungan 
konsumen dari makanan yang tidak halal. Suatu wadah yang berusaha 
meneliti, menyeleksi dan mengawasi peredaran makanan produk di pasaran. 
Tentunya wadah semacam ini memerlukan tenaga-tenaga yang memiliki latar 
belakang pengetahuan dan keahlian yang berbeda-beda (Abdul Ghofur 
Anshori, 2002: No. 40/II/2002 halaman 90). 
 
Memelihara kehalalan dari satu makanan, maka pelaku usaha dalam 
menjalankan kegiatan rumah makannya harus meminta sertifikasi halal. Sertifikasi 
halal dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika 
Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) yang mempunyai masa belaku dua tahun 
dan dapat diperpanjang. Dalam kaitan ini sewaktu-waktu LP-POM MUI dapat 
memeriksa kembali kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikasi halal 
apabila ada laporan dari masyarakat yang meragukan kehalalan produk tersebut. 
Sertifikasi halal sifatnya suka rela, artinya setiap produsen (pelaku usaha) 
tidak wajib mengajukan sertifikasi halal untuk produk yang dihasilkan, dan LP-POM 
MUI sendiri sifatnya pasif artinya hanya menunggu prosen yang mengajukan 
sertifikasi halal. MUI yang telah memberikan sertifikasi halal atas suatu produk 
 
 
makanan, Departemen Kesehatan dapat mengijinkan pencantuman ”label halal” atas 
produk tersebut. 
Definisi dari ”sertifikasi halal”  adalah pemeriksaan yang rinci terhadap 
kehalalan produk yang selanjutnya diputuskan kehalalannya dalam bentuk fatwa 
MUI, sedangkan ”labelisasi halal” merupakan perizinan pemasangan kata halal pada 
kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Departemen Kesehatan. 
Ketentuan pangan halal dalam hukum positif yang mengatur khusus mengenai 
sertifikasi halal dan labelisasi halal belum ada. Peraturan-peraturan yang menjadi 
dasar hukum perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 
Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan 
Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Keputusan 
Menteri Agama (Kepmen) Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Pasal-pasal yang relevan dengan masalah 
halal adalah sebagai berikut: 
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Pasal 8 ayat (1) huruf h menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi 
dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan 
produksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam 
label. 
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. 
Yang mengatur penandaan halal terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut: 
a) Pasal 30 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa keterangan halal untuk 
suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang 
mayoritas beragama Islam. Keterangan halal dimaksudkan agar masyarakat 
terhindar dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). 
b) Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan bahwa setiap label dan atau iklan 
tentang pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. Setiap orang dilarang 
memberikan keterangan dan atau pernyataan tentang pangan yang 
diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label atau iklan apabila 
keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan. Oleh 
 
 
karena itu pemerintah mengatur, mengawasi, dan melakukan tindakan yang 
diperlukan agar iklan tentang pangan yang diperdagangkan tidak memuat 
keterangan yang dapat menyesatkan. 
c) Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang menyatakan dalam label 
atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan 
persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, bertanggung jawab atas 
kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama tersebut. 
c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
Di dalam pasal 110 yang menyebutkan bahwa setiap orang/atau badan hukum 
yang memproduksi dan mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau 
yang diperlakukan sebagai makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang 
menggunakan kata-kata yang mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak 
dapat dibuktikan kebenarannya. 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. 
a) Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang 
memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah 
Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan yang 
dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan 
bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas 
kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau 
tulisan halal pada label. Pernyataan tentang halal tersebut merupakan bagian 
yang tidak dapat terpisahkan dari label. 
b) Pasal 11 ayat (1) disebutkan untuk mendukung kebenaran pernyataan halal 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, setiap yang memproduksi atau 
memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk 
diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada 
lembaga pemeriksaan yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan 
perturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan tersebut 
dimaksudkan untuk memberikan ketentraman dan keyakinan umat Islam 
bahwa pangan yang akan dikonsumsi aman dari segi agama. 
 
 
e. Keputusan Menteri Agama (Kepmen) Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman 
dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. 
Pasal 6 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa tim pemeriksaan terhadap obyek 
yang berkaitan dengan proses produksi, yaitu cara berproduksi meliputi cara 
penyembelihan hewan potong, pemilihan bahan baku, pemilihan bahan penolong 
dan bahan baku tambahan, cara pengolahan, cara penyajian. Pemeriksaan tersebut 
dimaksud agar dalam proses produksi dilakukan dengan sistem halal. Dalam ayat 
(5) bahan baku dan bahan penolong harus memenuhi persyaratan tidak 
mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi, alkohol, dan barang 
haram lainnya serta bahan berupa daging harus berasal dari hewan halal yang 
disembelih menurut tata cara syari’at Islam. Dalam ayat (6) menyebutkan bahwa 
cara pengolahan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan dengan 
menghindari terkontaminasinya produk dari bahan-bahan haram dan mengikuti 
prosedur pelaksanaan baku yang terdokumentasi. 
 
Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh 
karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk 
mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan 
hubungan dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling 
menguntungkan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah (Husni Syawali 
dan Neni Sri Imaniyati, 2000: 7) 
 
Masalah perlindungan konsumen tidak lepas dari hal-hal yang terkait dengan 
konsumen. Yang berkaitan dengan perlindungan konsumen baik secara langsung 
maupun tidak langsung adalah kaitan antara konsumen, produsen atau pelaku usaha, 
dan barang. Begitu pula hal-hal lain yang berhubungan dengan perlindungan 
konsumen, antara lain mengenai asas dan tujuan perlindungan konsumen, dasar 
hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, posisi konsumen dan 
produsen, hak dan kewajiban pelaku usaha. 
Definisi dan ketentuan dari perlindungan konsumen, konsumen, produsen, 
pelaku usaha dan barang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen adalah: 
 
 
a. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian 
hukum  untuk memberi perlindungan kepada konsumen, 
b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, 
c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, 
d. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak 
maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang 
dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh 
konsumen. 
Perlu di kemukakan di sini istilah-istilah yang saling terkait yang terdapat di 
dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini penting untuk menghindari 
kerancuan pemakaian istilah yang mengaburkannya dari maksud yang sesungguhnya. 
 
Pengertian Konsumen dapat terdiri dari tiga bagian, yaitu: 
a. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna, dan/atau 
pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu, 
b. Konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat barang 
dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang/jasa lain atau utuk 
memperdagangkannya, dengan tujuan komersial. Konsumen ini sama 
dengan pelaku usaha, 
c. Konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat barang 
dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah 
tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali (Heri Tjandrasari, 
2003: No. 8/II/2003 halaman 21). 
 
Upaya perlindungan konsumen didasarkan pada asas dan tujuan perlindungan 
konsumen yang telah diyakini bisa memberikan arahan dan hukum perlindungan 
konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat. 
Dasar pijakan hukum perlindungan konsumen: 
a. Asas Perlindungan Konsumen 
 
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen Pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen, yaitu: 
1) Asas Manfaat 
Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 
2) Asas Keadilan 
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara 
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha 
untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 
3) Asas Keseimbangan 
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan 
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual. 
4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan 
keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan 
pemafaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 
5) Asas Kepastian Hukum 
Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati 
hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan 
konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum. 
b. Tujuan Perlindungan Konsumen 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen sebagai 
berikut: 
1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri, 
2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya 
dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, 
3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen, 
 
 
4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan 
informasi, 
5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 
berusaha, 
6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan 
keselamatan konsumen. 
Dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia telah ditetapkan oleh 
pemerintah dengan pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen dapat dilakukan 
dengan penuh optimisme. 
 
Ada beberapa pakar yang menyebutkan bahwa hukum perlindungan 
konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. Alasannya, permasalahan 
yang diatur dalm hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan 
kebutuhan barang/jasa. Ada pula yang mengatakan bahwa hukum konsumen 
digolongkan dalam hukum bisnis atau hukum dagang karena dalam rangkaian 
pemenuhan kebutuhan barang/jasa selalu berhubungan dengan aspek bisnis 
atau transaksi perdagangan. Serta, ada pula yang menggolongkan hukum 
konsumen dalam hukum perdata, karena hubungan antara konsumen dan 
produsen/pelaku usaha dalam aspek pemenuhan barang/jasa yang merupakan 
hubungan perdata (N. H. T. Siahaan, 2005: 34). 
 
Peraturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan masih terdapat 
sejumlah perangkat hukum lain yang juga bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar 
hukum. 
 
”Perlindungan konsumen tersebar dalam peraturan perundang-undangan, 
antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya tentang 
pemalsuan, penipuan, pemalsuan merek, persaingan curang” (Gunawan 
Widjaja dan Ahmad Yani, 2001: 19) 
 
 
 
Mengenai hak dan kewajiban konsumen berdasarkan Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen Pasal 4 sebagai berikut: 
a. Hak konsumen adalah: 
1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa, 
2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 
dijanjikan, 
3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 
barang dan/atau jasa, 
4) hak untuk didengan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 
digunakan, 
5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut, 
6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, 
7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif, 
8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 
sebagaimana mestinya, 
9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 
b. Kewajiban konsumen adalah: 
1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, 
2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, 
3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, 
4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 
secara patut. 
Selanjutnya mengenai posisi konsumen dan pelaku usaha, ada dua teori 
tentang posisi antara konsumen dan produsen, yaitu: 
 
 
a. Semula dianut teori bahwa konsumen dan pelaku usaha berada di posisi yang 
berimbang 
 
Teori ini memandang tidak perlunya proteksi (perlindungan) untuk 
konsumen. Dengan alasan, karena keduanya telah berada pada posisi yang 
berimbang dalam menentukan pilihannya, maka konsumen dituntut untuk 
bersikap hati-hati untuk mengkonsumsi suatu produk. Dasar pemikiran 
teori ini adalah berawal dari prinsip “let the buyer beware” (pembeli perlu 
berhati-hati) dalam membeli atau membutuhkan apa yang dibutuhkan 
(Happy Susanto, 2008: 28). 
 
Masalahnya tidak sesederhana ini. Posisi yang berimbang itu tidak 
dibarengi dengan ”keterbukaan” yang disediakan dalam informasi sebuah produk. 
Artinya, banyak konsumen yang tidak mendapatkan informasi yang lengkap 
tentang produk yang dikonsumsikanya. Pelaku usaha masih menyembunyikan 
bagaimana kondisi produk yang ditawarkan kepada konsumen. 
b. Kemudian berkembang teori bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk 
bersikap hati-hati dalam memproduksi barang dan jasa yang dihasilkan 
Teori ini lebih baik dibandingkan dengan yang pertama. Pelaku usaha 
diwajibkan selalu berhati-hati karena mereka lebih mengetahui kondisi produknya 
sendiri, baik sejak proses produksi hingga pemasarannya ke konsumen. 
Konsekuensi dari sikap ini, pelaku usaha harus menanggung kesalahan (liability) 
jika ternyata ada produknya yang merugikan konsumen. Sebaliknya, produsen 
tidak bisa dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawabannya jika ternyata 
mereka telah berhati-hati. Dari teori ini kemudian berkembang konsep ”ganti-
rugi”. Jika melakukan kesalahan dan merugikan konsumen, pelaku usaha harus 
memberikan ganti rugi. 
Untuk memberikan kepastian hukum sebagai bagian dari tujuan hukum 
perlindungan konsumen dan untuk memperjelas hak dan kewajiban pelaku usaha tak 
kalah pentingnya dibandingkan dengan hak dan kewajiban konsumen sendiri. Adanya 
hak dan kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menciptakan pola hubungan yang 
seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Hak dan kewajiban pelaku usaha, yaitu: 
a. Hak pelaku usaha adalah: 
 
 
1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, 
2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 
beritikad tidak baik, 
3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 
hukum sengketa konsumen, 
4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan, 
5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 
b. Kewajiban pelaku usaha adalah: 
1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, 
2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan dan pemeliharaan, 
3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 
diskriminatif, 
4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau 
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 
yang berlaku, 
5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 
barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, 
6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat 
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan, 
7) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau 
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 
 
Bagaimana dengan sejarah awal mula munculnya gagasan hukum konsumen 
dan berdirinya gerakan-gerakan perlindungan konsumen di Indonesia? 
Masalah perlindungan konsumen di Indonesia baru mulai terjadi pada dekade 
 
 
1970-an. Hal ini di tandai dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973 (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 
2003: 15). 
 
Ketika itu, gagasan perlindungan konsumen disampaikan secara luas kepada 
masyarakat melalui berbagai kegiatan advokasi konsumen, seperti pendidikan, 
penelitian, pengujian, pengaduan, dan publikasi media konsumen. Ketika 
YLKI berdiri, kondisi politik bangsa Indonesia saat itu masih dibayang-
bayangi dengan kampanye penggunaan produk dalam negeri. Namun, seiring 
perkembangan waktu, gerakan perlindungan konsumen (seperti yang 
dilakukan YLKI) dilakukan melalui koridor hukum resmi, yaitu bagaimana 
member bantuan hukum kepada masyarakat atau konsumen (Yusuf Shofie, 
2002: 28). 
 
YLKI merupakan salah satu lembaga perlindungan konsumen swadaya 
masyarakat (LPKSM) yang bisa dikatakan sebagai pelopor gerakan 
perlindungan konsumen pertama di Tanah Air. Tujuan pendirian lembaga ini 
adalah untuk membantu konsumen agar hak-haknya bisa dilindungi. Di 
samping itu, tujuan YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis 
konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga bisa melindungi 
dirinya sendiri dan lingkungannya (www.id.wikipedia.org diakses tanggal 20 
November 2009). 
 
Untuk mencapai tujuan tersebut, YLKI melakukan kegiatan (C. Tantri D dan 
Sulastri, 1995: 9-15) sebagai berikut: 
a. Bidang pendidikan, 
b. Bidang penelitian, 
c. Bidang penerbitan, warta konsumen dan perpustakaan, 
d. Bidang pengaduan, 
e. Bidang umum dan keuangan. 
Sebagai salah satu LPKSM, YLKI masih terus berkembang hingga kini  dan 
tetap menjadi pelopor gerakan perlindungan konsumen. Pihak konsumen yang 
menginginkan adanya perlindungan hukum terhadap hak-haknya sebagai konsumen 
bisa meminta bantuan YLKI untuk melakukan upaya pendampingan dan pembelaan 
hukum. 
Sejak dekade 1980-an ada gerakan untuk mewujudkan sebuah Undang-
Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) hal tersebut dilakukan selama bertahun-
tahun. Pada masa Orde baru, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak 
 
 
mewujudkannya karena terbukti pengesahan Rencana Undang-Undang tentang 
Perlindungan Konsumen (RUUPK) selalu ditunda. Kemudian pada Era Reformasi 
yaitu pada masa pemerintahan B. J. Habibie, akhirnya terwujud UUPK. Dengan 
adanya UUPK, jaminan atas perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia 
diharapkan bisa terpenuhi dengan baik. Masalah perlindungan konsumen kemudian 
ditempatkan ke dalam koridor suatu sistem hukum perlindungan konsumen, yang 
merupakan bagian dari sistem hukum nasional. 
 
3. Tinjauan Tentang Masakan Seafood 
Manusia yang tidak sepenuhnya mengetahui sumber gizi yang mereka 
perlukan untuk menjaga kesehatan melalui gizi yang baik, mendapat tawaran banyak 
sumber gizi kadar terbaik dan siap pakai. Seafood memanglah cukup kaya dengan 
sumber-sumber gizi prima, sebab diciptakan untuk memenuhi kebutuhan tubuh 
manusia akan vitamin dan mineral. 
Allah SWT minta kita perhatikan manfaat makanan-makanan semacam itu, 
yang terdapat dalam Surat Al-Maa’idah (5) ayat 96: “Dihalalkan bagimu binatang 
buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat 
bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu 
(menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah 
kepada Allah Yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan”. 
Dengan demikian hukum masakan yang berasal dari laut, yaitu masakan 
seafood adalah halal, baik untuk dikonsumsi, dijual dan diternakkan sepanjang tidak 
menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia serta proses memasaknya tidak 
dicampuri atau menggunakan bahan yang dilarang syariah seperti arak China (ang 
ciu) yang dikategorikan sebagai khamer. Persoalan Thoyyib (sifat baik) dan tidaknya 
dari segi kesehatan terkait dengan kadar kolesterol dan sebagainya, maka 
dikembalikan secara relatif kepada kondisi kesehatan fisik masing-masing individu 
serta pola hidup sehatnya. 
Di antara faktor-faktor dan unsur-unsur kandungan yang dapat mengharamkan 
masakan di antaranya: 
 
 
 
a. Dipastikan dapat menimbulkan dharar (bahaya) bagi fisik manusia 
Allah berfirman: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke 
dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang berbuat baik” (Surat Al-Baqarah (2) ayat 195). Rasulullah saw 
bersabda: “Tidak dibolehkan melakukan sesuatu yang membahayakan (dharar) 
diri sendiri dan orang lain (dhirar)” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad.) dan 
sabdanya: “Barang siapa yang mereguk racun lalu membunuh dirinya sendiri, 
maka racunnya akan tetap berada di tangannya seraya ia mereguknya di neraka 
Jahannam selama-lamanya” (HR. Bukhari). 
b. Memabukkan, melalaikan atau menghilangkan ingatan 
Seperti segala jenis minuman keras, contohnya arak China (ang ciu) yang 
dikategorikan sebagai khamer, obat-obatan terlarang, candu, narkotika dan zat 
adiktif lainnya. Allah berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan 
panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah 
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Surat Al-Maidah 
(5) ayat 90). Rasulullah saw bersabda: “segala sesuatu jika banyaknya 
memabukkan, maka yang sedikitnya pun haram” (HR. Tirmidzi, Abu Dawud, 
Ibnu Majah dan Ahmad). 
c. Najis dan terkontaminasi najis 
Contoh: babi, darah, anjing, bangkai (selain ikan dan belalang). Allah 
berfirman Surat Al-An’am (6): 145): “Katakanlah: ”Tiadalah aku peroleh dalam 
wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang 
hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang 
mengalir atau daging babi karena semua itu najis atau binatang yang disembelih 
atas nama selain Allah” (Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah). 
Selain hal tersebut diatas, makan seafood itu tetap saja mengundang 
kecurigaan, karena proses pengolahannya masih berpeluang menggunakan minyak 
babi atau bahan haram lainnya. Dalam perkembangannya, rumah makan seafood ada 
menu yang memang menggunakan minyak babi sebagai bahan pelengkap tambahan, 
 
 
bahan pelengkap tersebut ditambahkan supaya masakan seafood tersebut menjadi 
lebih enak. 
Berdasarkan fakta yang ada, sebaiknya kita memang harus berpikir ulang 
untuk mengunjungi rumah makan seafood. Lebih baik bertanya dari pada sesat di 
jalan. Karena hal tersebut sangat penting dalam kehalalan dan mendapatkan Thoyyib 
dari apa yang kita konsumsi atau kita makan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Kerangka Pemikiran 
Dalam menyusun Penulisan Hukum ini diperlukan suatu alur pemikiran yang 
dapat dijelaskan dalam kerangka pemikiran seperti di bawah ini: 
1. Bagan 
 
Implementasi 
 
 
 
   
          
       Penerapan 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
      Penerapan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teori: 
1. Fuller 
2. J.B.J.M. ten Berger 
3. Hans Kelsen 
 
Peraturan : 
1. Kompilasi Hukum Islam, 
2. Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana, 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 t ntang Perlindungan 
Konsumen, 
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1996 tentang Pangan, 
5. Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan, 
6. Peraturan Pemerintah  Nomor 69 
Tahun 1999 tentang Label dan 
Iklan Pangan, 
7. Keputusan Menteri Agama 
(Kepmen) Nomor 518 Tahun 
2001 tentang Pedoman dan Tata 
Cara Pemeriksaan dan Penetapan 
Pangan Halal. 
1. Perlindungan bagi 
Konsumen Muslim 
2. Harmonisasi 
peraturan 
Kesimpulan 
Rumusan Masalah : 
1. Perlindungan hukum terkait 
label halal terhadap 
masakan seafood di  rumah 
makan kota Surakarta 
2. Harmonisasi peraturan 
perundang-undangan 
mengenai kewajiban pelaku 
usaha mencantumkan label 
halal dan sanksi 
 
 
2. Keterangan : 
Mayoritas penduduk di negara Indonesia adalah umat muslim, banyak hal 
yang berkaitan dengan masalah di bidang pemenuhan kebutuhan pangan. Bagi 
konsumen muslim, pangan tidaklah cukup memenuhi kriteria aman, bermutu, dan 
bergizi saja, tetapi makanan juga harus memenuhi kriteria halal. Oleh karena hal 
tersebut, maka masyarakat konsumen muslim harus mendapatkan perlindungan atas 
kualitas keamanan, mutu dan bergizi dari  pelaku usaha. 
Dalam hal tersebut, peraturan perundang-undangan yang dipandang sebagai 
acuan dalam melindungi konsumen muslim di negara Indonesia yaitu: 
a. Kompilasi Hukum Islam, 
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, 
e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 
f. Peraturan Pemerintah  Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, 
g. Keputusan Menteri Agama (Kepmen) Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman 
dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. 
Peraturan perundang-undangan di atas diharapkan implementasinya dapat 
melindungi konsumen muslim di negara Indonesia, karena perlindungan konsumen 
muslim adalah hak warga negara yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara 
untuk melindungi warga negaranya khususnya atas produk yang halal dan baik. 
Perintah Allah untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (Thoyyib). 
Sementara upaya perlindungan konsumen muslim dari kemungkinan beredarnya 
masakan yang haram belum tercakup dalam sistem perundang-undangan. 
Masalah mengenai masakan yang berasal dari laut, yaitu masakan seafood. 
Apakah masakan tersebut di masak secara halal atau tidak dan baik untuk 
dikonsumsi, serta apakah proses memasaknya tidak dicampuri atau menggunakan 
bahan yang dilarang syari’ah seperti arak China (ang ciu) yang dikategorikan sebagai 
khamer. Masakan seafood itu tetap saja mengundang kecurigaan, karena proses 
pengolahannya masih berpeluang menggunakan minyak babi atau bahan haram 
lainnya, karena dengan minyak babi tersebut masakan yang di buat oleh pelaku usaha, 
 
 
khususnya orang China pemilik rumah makan akan cenderung memakai bahan 
tambahan minyak babi tersebut untuk memperlezat masakannya sehingga digemari 
banyak konsumen. 
Oleh karena hal tersebut, sangat diperlukan perlindungan hukum bagi 
konsumen muslim terhadap masakan seafood khususnya di rumah makan kota 
Surakarta yang hendak diteliti oleh peneliti. Sehingga konsumen muslim 
mendapatkan perlindungan hukum dalam mengkonsumsi suatu masakan serta 
mengharapkan kesadaran dan sikap suka rela dari pelaku usaha untuk mendaftarkan 
sertifikasi halal dari LP-POM MUI dan labelisasi halal dari Departemen Kesehatan 
agar konsumen muslim mengetahui bahwa rumah makan tersebut layak di konsumsi 
bagi konsumen muslim atau tidak. 
Untuk  itu, haruslah ada harmonisasi antara peraturan perundang-undangan 
mengenai undang-undang perlindungan konsumen dengan Hukum Islam untuk 
melindungi konsumen muslim agar dapat menjamin kehalalan dan Thoyyib suatu 
masakan, yaitu masakan seafood. Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba untuk 
mengetahui dan memahami apakah konsumen muslim sudah mendapatkan 
perlindungan terhadap masakan seafood di rumah makan kota Surakarta dan apakah 
sudah ada harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan 
konsumen muslim. Kemudian baru dapat diambil kesimpulan mengenai penerapan 
perundang-undangan dengan peristiwa hukum yang ada dikaitkan dengan fakta 
hukum yang ada di tengah masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Perlindungan Hukum Terkait Label Halal bagi Konsumen Muslim terhadap 
Masakan Seafood di Rumah Makan Kota Surakarta 
1. Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perlindungan Hukum bagi 
Konsumen Muslim Terkait Label Halal 
Timbulnya kesadaran konsumen telah melahirkan salah satu cabang baru 
dalam ilmu hukum, yaitu hukum perlindungan konsumen atau kadang kala disebut 
sebagai hukum konsumen (consumers law). Perlindungan konsumen berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berasaskan 
manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen serta kepastian 
hukum (Pasal 2). Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 
berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunana nasional, yaitu: 
a. Asas manfaat  
b. Asas keadilan 
c. Asas keseimbangan 
d. Asas keamanan 
e. Asas keselamatan 
Tujuan dari perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 adalah untuk meningkatkan 
kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, 
mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari 
ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan 
konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi 
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, dan 
meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha 
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 
konsumen. 
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Komsumen telah membuktikan adanya kepastian hukum bahwa konsumen telah 
 
 
dilindungi. Dalam melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Komsumen terdapat dua arus atau dua cara: 
a. Pertama, dari arus atas ada departemen atau bagian dalam struktur kekuasaaan 
yang secara khusus mengurusi masalah perlindungan konsumen, 
b. Kedua, dari arus bawah ada lembaga konsumen yang kuat dan tersosialisasi 
secara merata di masyarakat, sekaligus secara representatif dapat menampung dan 
memperjuangkan aspirasi konsumen. 
Pada prinsipnya, hubungan hukum antara pelaku dan konsumen adalah 
hubungan hukum keperdataan. Hal ini berarti setiap perselisihan mengenai 
pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atas pelaksanaan Undang-Undang 
tentang Perlindungan Konsumen yang menyebabkan kerugian bagi konsumen adalah 
harus diselesaikan secara perdata. Selain mempunyai sanksi perdata, dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat saksi pidana 
bagi pelaku usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 45 ayat (3) yang menyatakan 
bahwa penyelesaian sengekata diluar dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pelaku usaha yang 
melanggar ketentuan dapat ditemukan dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimulai dari Pasal 60 sampai 
dengan Pasal 63. Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terdiri dari sanksi administratif, 
sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. 
Saat ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen implementasinya masih sangat lemah. Faktor inilah yang mendorong 
YLKI untuk terus berpartisipasi dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia. 
Strategi yang dilakukan YLKI dalam usaha perlindungan konsumen adalah: 
a. Advokasi 
Yaitu mempengaruhi para pengambil kebijakan di pemerintahan dan sektor 
industri agar memenuhi kewajibannya terhadap konsumen, baik ditingkat lokal 
maupun nasional. 
b. Pengembangan solidaritas 
Yaitu meningkatkan kesadaran kritis konsumen dengan upaya menggalang 
solidaritas antar konsumen dan memfasilitasi kelompok-kelompok konsumen. 
 
 
c. Penguatan jaringan 
Yaitu upaya penguatan kerjasama antara sesama organisasi konsumen dan 
organisasi masyarakat sipil yang lain ditingkat lokal, nasional, regional dan 
internasional. 
d. Penyebaran informasi yang independen 
Yaitu upaya untuk mengimbangi informasi yang ada dengan informasi dan data 
yang independen berdasarkan kajian dan bukti yang dapat dipertanggung 
jawabkan. 
Dalam usaha memperjuangkan hak konsumen diperlukan strategi-strategi lain, 
yaitu: 
a. Komunikasi yang konstruktif dengan pelaku usaha 
Itikad baik seorang konsumen harus dikedepankan dalam penyelesaian sengketa 
konsumen. Wujud dari itikad baik tersebut adalah mengajukan pengaduan 
berdasarkan bukti-bukti yang menunjukan pelanggaran oleh pelaku usaha. 
Selanjutnya dapat diajukan bukti-bukti pembanding apabila pelaku usaha 
menyangkal adanya persamaan persepsi mengenai masalah yang muncul dan 
diupayakan berbagai macam pilihan solusi dengan mengedepankan proporsional 
kepentingan diantara kedua belah pihak. 
b. Mengorganisir konsumen korban 
Apabila konsumen korban banyak, maka perlu ada langkah-langkah untuk 
mengorganisir korban tersebut. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 
semakin banyak konsumen yang bersatu maka kekuatan perlawanan juga semakin 
besar. Selanjutnya perlu dibentuk forum konsumen korban untuk 
memformulasikan langkah-langkah juga pendanaan apabila diperlukan. Yang 
perlu diwaspadai dalam forum konsumen korban adalah seringkali pengusaha 
berusaha memecah belah anggota forum konsumen korban dengan dijanjikan 
penyelesaian masalah secara individual atau perlakuan istimewa. 
c. Menyampaikan pengaduan 
Menyampaikan pengaduan terhadap lembaga non pemerintah (misalnya YLKI) 
maupun instansi pemerintah terkait non pengadilan (seperti Direktorat 
Perlindungan Konsumen dibawah Menteri Perdagangan). 
 
 
d. Membangun opini lewat media 
Bentuk opini lewat media dapat berupa surat pembaca, press releasse, press 
conference, serta liputan aksi. Langkah-langkah tersebut dimaksudkan untuk 
memberikan informasi kepada publik bahwa telah terjadi pelanggaran hak-hak 
konsumen, memberikan “hukuman” kepada pelaku usaha bahwa implikasi dari 
pelanggaran terhadap hak-hak konsumen berupa hukuman image yang negatif 
dari masyarakat konsumen, menyampaikan informasi kepada pemegang kebijakan 
bahwa telah terjadi pelanggaran dalam implementasi peraturan perundang-
undangan, menggalang solidaritas antar sesama konsumen untuk saling 
memberikan kontribusi untuk membawa porsi masing-masing. 
e. Membuat prioritas untuk membawa ke pengadilan 
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPKS), atau Lembaga Penyelesaian 
Sengketa Sektoral. 
Tujuan Negara Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 antara lain adalah hendak mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, 
sejahtera lahir batin serta melindungi segenap warga negara. Negara harus 
memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Banyak hal yang 
berkaitan dengan masalah perlindungan hukum, yaitu di bidang kebutuhan pangan 
atau makanan. Bagi konsumen muslim makanan tidaklah cukup memenuhi kriteria 
aman, bermutu, dan bergizi, tetapi makanan juga harus memenuhi kriteria halal. 
Di Surakarta sendiri banyak rumah makan yang menyajikan masakan yang 
berlogo seafood and chinesefood, sehingga timbul pertanyaan bahwa makanan yang 
di masak di rumah makan atau di warung makan tersebut halal ataukah haram. Oleh 
karena itu diperlukan upaya-upaya untuk melindungi konsumen muslim yang 
merupakan konsumen terbesar di Indonesia dari makanan haram. Dalam hal ini secara 
yuridis formal Indonesia sudah memiliki aturan hukum positif, yaitu Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1996 tentang Pangan. 
Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, selain 
ditentukan bahwa pangan harus memenuhi standar kesehatan (thoyyib) juga dijumpai 
beberapa ketentuan yang mensyaratkan label halal bagi pangan yang diperdagangkan 
 
 
yang memberi petunjuk tentang kehalalan atas produk makanan tersebut. Hal ini 
cukup penting bagi perlindungan konsumen muslim. Menurut undang-undang 
tersebut pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik 
yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan, 
termasuk bahan makanan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang 
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan. 
Adapun pengertian pangan halal dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang menyatakan bahwa 
pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram 
atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku 
pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk 
bahan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan radiasi pangan dan yang 
pengolahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 
Tujuan pemberian label pada pangan adalah agar masyarakat yang membeli 
atau mengkonsumsi pangan memperolah informasi yang benar dan jelas tentang 
setiap produk yang dikeluarkan oleh produsen, baik yang menyangkut asal, 
keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum 
memutuskan akan membeli atau mengkonsumsi pangan tersebut. Adapun ketentuan 
yang mengatur tentang label diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang  Nomor 
7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Pasal 111 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan. Label tersebut sekurang-kurangnya harus memuat 
keterangan mengenai: 
a. Nama produk, 
b. Daftar bahan yang digunakan, 
c. Berat bersih/isi bersih, 
d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi, 
e. Keterangan tentang halal, 
f. Tanggal, bulan , dan tahun kadaluwarsa. 
Sehingga pangan yang diperdagangkan sesuai dengan persyaratan agama atau 
kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan 
persyaratan agama atau kepercayaan tersebut. Pencantuman keterangan halal untuk 
 
 
produk pangan mempunyai arti penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas 
memeluk Islam. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat 
terhindar dari mengkonsumsi pangan atau makanan yang tidak halal (haram). 
Untuk dapat dicantumkannya label halal, terlebih dahulu harus diadakan 
pengujian atas produk pangan tersebut oleh lembaga yang berwenang. Hal ini 
didasarkan ketetuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 
tentang Label dan Iklan Pangan yang menyatakan bahwa ”Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang 
ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatika pertimbangan dan saran 
lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut”. 
Lembaga yang dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dalam 
pelaksanaan tugasnya menyerahkan pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, 
dan Kosmetik Majelis Ulamam Indonesia (LP-POM MUI). Dalam lembaga ini 
bergabung tenaga ahli yang meneliti tentang kehalalan makanan, yang terdiri dari ahli 
pangan, kimia, biokoimia, farmasi, sarjana hukum, dan sebagainya. Apabila setelah 
diadakan pemeriksaan ilmiah yang seksama oleh LP-POM MUI dan kemudian 
disidangkan oleh komisi fatwa MUI, ternyata pangan tersebut memenuhi kriteria 
halal maka MUI akan mengeluarkan Sertifikat Halal. Adapun prosedur penetapan 
fatwa adalah sebagai berikut: 
a. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada para auditor LP-POM tentang 
benda dan zat yang haram menurut Syari’at Islam, 
b. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke produsen yang meminta Sertifikat 
Halal, 
c. Pemeriksaan terhadap suatu produsen tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali, 
d. Hasil pemerikaan dan audit tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah Berita 
Acara yang diajukan ke Komisi Fatwa MUI untuk ditelaah, 
e. Dalam Sidang Komisi Fatwa, Direktur LP-POM menyampaikan dan menjelaskan 
isi Berita Acara itu untuk dibahas secara seksama dalam bidang yang khusus 
diselenggarakan untuk itu, 
f. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau 
terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang tidak transparan oleh Sidang 
 
 
Komisi, dikembalikan kepada LP-POM untuk diteliti atau diaudit ulang ke 
produsen yang bersangkutan, 
g. Sedangkan produk yang telah diyakini kehalalannya, maka diputuskan fatwa 
halalnya oleh Sidang Komisi, 
h. Hasil dari Sidang Komisi yang berupa Fatwa Halal kemudian ditanfidzkan, lalu 
dibuat Surat Keputusan Fatwa Halal dalam bentuk Sertifikat Halal. 
Bagi produsen atau pelaku usaha yang meminta sertifikat halal terlebih dahulu 
harus mengisi formulir yang disediakan oleh LP-POM, antara lain: 
a. Formulir permintaan sertifikat halal, 
b. Formulir pernyataan bahan baku produksi, 
c. Formulir pernyataan pelaku usaha. 
Surat pengajuan sertifikat halal tersebut kemudian disampaikan kepada LP-
POM MUI dan disertai lampiran yang meliputi: 
a. Sistem mutu termasuk panduan mutu dan prosedur baku pelaksanaannya, 
b. Spesifikasi bahan baku dan bahan tambahan, 
c. Dokumen lain yang dapat mendukung kehalalannya. 
Selanjutnya LP-POM MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi 
produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan. Jika 
dipandang ada yang perlu diperiksa secara laboratorium, mak tim pemeriksa akan 
mengambil sampel di lokasi pelaku usaha. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil 
laboratorium tersebut kemudian dievaluasi melalui rapat tenagan ahli MUI. Setelah 
itu hasil pemeriksaan/audit dan hasil analisi laboratorium diserahkan kepada komisi 
fatwa MUI untuk ditentukan kahalalannya. Setelah mendapat fatwa halal dari komisi 
fatwa MUI, sertifikasi halal akan dikeluarkan MUI. Pelaku usaha yang mendapat 
sertifikasi halal dapat mengambil sertifikasinya di LP-POM MUI setelah membayar 
seluruh biaya sertifikasi yang telah ditentukan. Jika kemudian ada perubahan dalam 
penggunaan bahan baku, bahan penolong atau bahan tambahan dalam proses 
produksinya, pelaku usaha diwajibkan segera melapor ke LP-POM MUI untuk 
mendapat ketidakberatan menggunakannya. 
Untuk memelihara kehalalan produk, disetiap pelaku usaha yang telah 
mendapat sertifikat halal harus mengangkat seorang atau lebih auditor. Sertifikat halal 
 
 
yang dikeluarkan LP-POM MUI mempunyai masa berlaku dua tahun dan dapat 
diperpanjang. Dalam kaitan ini, LP-POM MUI dapat sewaktu-waktu memeriksa 
kembali kehalalan suatu produk yang telah mendapat sertifikat halal apabila ada 
laporan dari masyarakat yang meragukan kehalalan produk tersebut. 
Sertifikasi halal sifatnya suka rela, artinya setiap pelaku usaha tidak wajib 
mengajukan sertifikasi halal untuk produk yang dihasilkannya, dan LP-POM MUI 
sendiri sifatnya pasif artinya hanya menunggu pelaku usaha yang mengajikan 
sertifikasi halal. Walaupun permintaan sertifikasi halal ini sifatnya suka rela, tetapi 
bagi pelaku usaha yang berwawasan ke depan akan melihat arti penting sertifikasi 
halal bagi pemasaran produk mengingat konsumen muslim yang merupakan pangsa 
terbesar di Indonesia. 
MUI yang telah memberikan sertifikasi halal atas suatu produk makanan, 
Departemen Kesehatan dapat mengijinkan pencantuman ”label halal” atas produk 
tersebut. Yang dimaksud dengan ”sertifikasi halal”  adalah pemeriksaan yang rinci 
terhadap kehalalan produk yang selanjutnya diputuskan kehalalannya dalam bentuk 
fatwa MUI, sedangkan ”labelisasi halal” merupakan perizinan pemasangan kata halal 
pada kemasan produk dari suatu perusahaan oleh Departemen Kesehatan. 
Untuk memperkokoh ketentuan tentang pencantuman label atau keterangn 
halal, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dicantumkan 
sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan tersebut, yang terdapat dalam Pasal 58 yang 
menyatakan “Barang siapa … (j). memberikan pernyataan atau keterangan yang tidak 
benar dalam iklan atau label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai 
menurut persyaratan agama atau kepercayaan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 ayat (1) … dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan atau 
denda paling banyak Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah”. 
Selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, ada perundang-
undangan lain yang memberikan perlindungan bagi konsumen muslim atas peredaran 
makanan haram adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. Dimaksudkan untuk melindungi semua kepentingan konsumen, yaitu 
untuk mendapatkan produk dengan iklan dan label yang jujur dan terbuat dari bahan 
yang sehat, aman, bergizi, dan halal. Menurut undang-undang tersebut yang dimaksud 
 
 
konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk 
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 
Ketentuan khusus yang berkaitan dengan perlindungan konsumen muslim atas 
peredaran makanan haram terdapat dalam Bab IV tentang Perbuatan yang Dilarang 
bagi Pelaku Usaha, yang antara lain menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi 
dan atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan 
berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label. 
Untuk memperkokoh ketentuan tersebut, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen dicantumkan sanksi pidana atas pelanggaran 
ketentuan tersebut. Dinyatakan dalam undang-undang tersebut ”pelaku usaha ang 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 … dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap 
pelaku usaha dan atau pengurusannya. 
Ketentuan tersebut diatas rasanya cukup adil bila dikaitkan dengan kerugian 
(immateriil) yang diderita konsumen muslim akibat mengkonsumsi makanan yang 
tidak halal. Pemberian sanksi yang cukup berat bagi pelaku usaha yang melakukan 
pelanggaran, di satu sisi dapat menjeratkan pelaku usaha untuk tidak mengulangi 
perbuatannya dan juga mencegah terjadinya pelanggaran serupa oleh pelaku usaha 
yang lain, sedangkan di sisi lain hal ini akan melindungi konsumen muslim atas 
beredarnya makanan yang tidak halal (haram). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan Cara Memperoleh Sertifikasi Halal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumen SJH I 
(Sistem Jaminan Halal) 
 
Sebelum mengajukan 
sertifikasi halal, pelaku 
usaha harus 
mempersiapkan Sistem 
Jaminan Halal. Di 
Indonesia LP-POM 
MUI adalah lembaga 
yang telah 
mengeluarkan standar 
sistem ini 
Registr
Dokumentasi 
Sertifikasi Halal 
 
Mengisi formulir 
pendaftaran yang 
disediakan oleh 
LP-POM MUI 
Audit Produk 
 
LP-POM MUI akan 
memberitahukan 
pelaku usaha 
mengenai jadwal 
audit. Tim Auditor 
LP-POM MUI akan 
melakukan audit ke 
lokasi pelaku usaha 
dan pada saat audit, 
pelaku usaha harus 
dalam keadaan 
memproduksi produk 
yang disertifikasi 
Evaluasi 
 
Hasil audit yang belum memenuhi syarat, 
akan diberitahukan kepada pelaku usaha, 
memelui Audit Memorandum Bahan 
Fatwa Ulama 
 
Sidang Komisi Fatwa MUI dapat 
menolak jika laporan hasil audit jika 
dianggap belum memenuhi semua 
persyaratan yang telah ditentukan. Dan 
Sertifikasi Halal bisa diterbitkan, bagi 
laporan audit yang memenuhi syarat 
Sertifikasi Halal 
(berlaku selama dua tahun) 
Audit 
Memorandum 
Bahan 
Dokumen 
SJH II 
 
 
2. Perlindungan Hukum bagi Konsumen Muslim terhadap Masakan Seafood di 
Rumah Makan Kota Surakarta 
Kota Surakarta merupakan suatu tempat di mana terdapat bermacam-macam 
makanan dan masakan yang sangat bervariasi serta kota Surakarta juga dapat disebut 
gudangnya makanan, sehingga banyak pilihan untuk dapat menikmati berbagai 
masakan yang bermacam-macam. Dari hal tersebut yang sangat menarik yang dapat 
dikaji dari berbagai masakan yang ada di Kota Surakarta salah satunya yakni masakan 
seafood. Ada banyak sekali rumah makan seafood dan juga warung-warung yang 
berada di pinggir jalan yang menjual atau menyajikan masakan seafood. Ini dapat di 
lihat bahwa penggemar atau penikmat masakan seafood di Kota Surakarta sangat 
banyak. 
Seafood harus dimakan selagi dalam keadaan segar. Kalau tidak, daging 
semacam itu akan menyengsarakan badan. Kenyataannya bahwa hanya produk-
produk seafood yang dijelaskan begitu rupa di dalam Al-Qur`an mungkin menjurus 
pada fakta ini. 
Ada bermacam-macam jenis hewan laut yang di sajikan dalam masakan 
seafood, yaitu ikan nila, ikan gurame, ikan bandeng, ikan dorang, ikan kakap, ikan 
lele, kerang hijau, kerang srimping, udang, cumi-cumi, kepiting, dan lain sebagainya. 
Dalam Surat An-Nahl ayat 14: “Dan Dialah Allah yang menundukkan lautan 
(untukmu) agar kamu dapat menemukan darinya daging yang segar (ikan), dan kamu 
mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera 
berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan 
supaya kamu bersyukur”. 
Dari bermacam-macam jenis laut yang disebutkan di atas, akan lebih baik 
(thoyyib) dan halal untuk dimakan apabila dimasak atau diolah dengan baik. Baik dari 
cara memilih bahan masakan, penyimpanan bahan masakan, sampai dengan cara 
mengolah masakan agar menjadi baik (thoyyib) dan halal untuk di makan bagi 
konsumen muslim khususnya.  Karena ada beberapa masalah yang muncul mengenai 
halal atau haramkah makanan seafood yang kita makan. Adapun masalah yang 
mengikuti halal atau haram yang di makan bagi konsumen muslim, antara lain: 
 
 
a. Pada proses memasak ditambahkan daging babi, lemak babi atau minyak babi 
yang digunakan sebagai bahan campuran dalam masakan, 
b. Pada proses memasak ditambahkan arak merah atau ang ciu (khamer). 
Perlindungan konsumen muslim merupakan hal yang sangat penting bagi 
umat Islam. Islam melihat sebuah perlindungan menyangkut kepentingan publik 
secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT. 
Dalam konsep Islam perlindungan atas makanan yang halal berkaitan dengan 
hubungan vertikal (manusia dengan Allah SWT) dan horizontal (sesama manusia). 
Secara normatif dengan melihat antara konsep Islam dengan peraturan 
perundang-undangan di Indonesia belum efektif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia belum menyentuh secara 
mendalam permasalahan pemahaman konsumen muslim atas hak mereka untuk 
mendapatkan makanan yang halal dan baik (thoyyib) dan belum ada ketegasan 
mengenai permasalahan sertifikasi halal yang dikeluarkan LP-POM MUI. 
Penulis memperoleh fakta hukum di lapangan secara akurat, dengan 
melakukan penelitian atau klarifikasi di 10 (sepuluh) rumah makan yang berada di 
kota Surakarta namun hanya 7 (enam) rumah makan yang berhasil penulis dapatkan 
data-datanya, yaitu: 
a. Rumah makan Raja Kepiting 
Penulis melakukan klarifikasi dengan pemilik rumah makan, fakta hukum yang 
ditemukan adalah tidak ada sertifikat halal di rumah makan tersebut, hanya 
ditemukan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran yang 
dikeluarkan dari Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta. 
b. Rumah makan Gapit Resto 
Penulis melakukan klarifikasi dengan pemilik rumah makan, fakta hukum yang 
ditemukan adalah tidak ada sertifikasi halal di rumah makan tersebut. 
c. Rumah makan Oriental (Roda) 
Penulis melakukan klarifikasi dengan pemilik rumah makan, fakta hukum yang 
ditemukan adalah tidak ada sertifikasi halal di rumah makan tersebut. 
d. Rumah makan Orient 
 
 
Penulis melakukan klarifikasi dengan executive marketing, fakta hukum yang 
ditemukan adalah tidak ada sertifikasi halal di rumah makan tersebut dan 
mengaku bahwa masakan seafood yang diproduksi ada yang halal dan ada yang 
tidak halal (haram), namun mereka menjamin bahwa masakan seafood yang halal 
tidak terkontaminasi dengan produk masakan seafood yang tidak halal (haram). 
e. Rumah makan Layar Resto 
Penulis melakukan klarifikasi dengan supervisor rumah makan, fakta hukum yang 
ditemukan adalah tidak ada sertifikasi halal di rumah makan tersebut. 
f. Rumah makan D’Java Resto 
Penulis melakukan klarifikasi dengan kepala bagian pembakaran ikan rumah 
makan, fakta hukum yang ditemukan adalah mengaku ada sertifikasi halal di 
rumah makan tersebut, tetapi setelah dimintai bukti sertifikasi halal tidak 
diberikan. 
g. Rumah makan Dapur Radja Rasa 
Penulis melakukan klarifikasi dengan supervisor rumah makan, fakta hukum yang 
ditemukan adalah mengaku ada sertifikasi halal di rumah makan tersebut, tetapi 
setelah dimintai bukti sertifikasi halal tidak diberikan. 
Fakta hukum dari klarifikasi yang penulis peroleh, para pelaku usaha 
mengaku menjamin bahwa masakan seafood yang mereka produksi adalah halal dan 
tidak terkontaminasi dengan bahan masakan yang tidak halal (haram), namun jika 
hanya menjamin secara lisan saja maka belum cukup bukti untuk menjamin 
konsumen muslim mendapatkan masakan yang halal dan dimungkinkan bahwa 
masakan seafood yang mereka produksi adalah haram, untuk itu diperlukan bukti 
yang kuat dengan cara pelaku usaha mendaftarkan rumah makannya agar bersertifikat 
halal, karena sertifikat halal merupakan jaminan yang pasti bagi konsumen muslim 
bahwa masakan yang hendak dikonsumsinya tersebut halal atau haram. Dan 
konsumen muslim berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai produk 
yang akan dikonsumsinya. 
Dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, Pasal 4 huruf a disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. 
 
 
Pasal ini menunjukkan bahwa setiap konsumen termasuk konsumen muslim yang 
merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang 
yang nyaman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian nyaman bagi konsumen 
muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya, 
yaitu halal. Selanjutnya dalam huruf c disebutkan bahwa konsumen juga berhak atas 
informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa. Hal 
tersebut dimaksudkan bahwa keterangan halal yang diberikan oleh pelaku usaha harus 
benar atau telah teruji terlebih dahulu. Dalam Pasal 6 ayat (6) Keputusan Menteri 
Agama (Kepmen) Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal menyebutkan bahwa cara pengolahan 
sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan dengan menghindari 
terkontaminasinya produk dari bahan-bahan haram dan mengikuti prosedur 
pelaksanaan baku yang terdokumentasi. 
Rumah makan yang tidak ingin dimintai klarifikasi antara lain ada 3 (tiga) 
rumah makan di kota Surakarta, yaitu: 
a. Rumah makan Diamond, 
b. Rumah makan Gaya Baru, 
c. Rumah makan Gudang Seafood. 
Data lain yang  penulis peroleh agar mendapatkan fakta hukum lainnya yaitu 
dari data responden antara pihak rumah makan (pelaku usaha) dan pihak konsumen 
muslim. Berdasarkan data yang penulis peroleh: 
a. Dari pihak rumah makan (pelaku usaha) 
1) Pengetahuan pelaku usaha tentang sertifikasi halal mengetahuinya dari media 
massa (melalui berita dari televisi, koran, majalah, internat dan lain-lain), 
2) Usaha rumah makan yang mereka dirikan sebagian besar belum bersertifikat 
halal, 
3) Ada pengkhususan layanan bagi konsumen muslim dengan non-muslim, tetapi 
ada yang tidak menyediakan pengkhususan bagi konsumen muslim dan non-
muslim karena rumah makan mereka hanya menyediakan bahan masakan dan 
menyajikan masakan yang halal, 
 
 
4) Cara membedakan masakan yang ditawarkan masakan seafood untuk 
pelanggan muslim dan non-muslim dengan tanda halal di menu daftar 
makanan, tetapi ada yang tidak menandai karena tidak ada pelayanan khusus 
bagi konsumen muslim karena pihak rumah makan tersebut hanya 
menyediakan bahan masakan dan menyajikan masakan yang halal, 
5) Tanda halal tersebut dicantumkan di daftar menu masakan seafood, di brosur, 
dan di papan iklan atau nama rumah makan, 
6) Bagi rumah makan yang menyediakan masakan halal dan non-halal mereka 
memisahkan cara memasaknya, 
7) Bagi rumah makan yang menyediakan masakan halal dan non-halal, mereka 
menjamin dalam memasak seafood yang halal tidak terkontaminasi dengan 
masakan seafood yang tidak halal, yaitu dengan memisahkan peralatan masak, 
8) Pihak pelaku usaha setuju apabila ketentuan pencantuman sertifikasi halal 
menjadi sesuatu yang wajib demi menjamin kehalalan bagi konsumen muslim. 
b. Dari pihak konsumen muslim 
1) Pengetahuan konsumen muslim tentang makanan halal bersumber dari media 
massa (melalui berita dari televisi, koran, majalah,internat dan lain-lain) dan 
dari mendengar cerita saudara, teman, atau kerabat, 
2) Dalam memilih rumah makan seafood mengutamakan rumah makan yang 
memasak makanan halal, 
3) Menurut konsumen muslim yang menjadi tanda  rumah makan tersebut halal 
adalah dilihat dari adanya sertifikasi halal/logo halal, dilihat dari kalimat halal 
(dari brosur, papan iklan atau nama rumah makan seafood), dilihat dari daftar 
menu masakan rumah makan seafood, dan kata saudara, teman, atau kerabat, 
4) Dalam menyantap masakan seafood tidak memperhatikan kandungan bahan 
makanan (seperti minyak babi, daging babi, atau ang ciu), hanya merasa puas 
pada pelayanan dari rumah makan saja, 
5) Tidak memperhatikan cara memasak seafood yang disajikan, 
6) Bila suatu saat konsumen muslim mengetahui bahan masakan seafood yang 
pernah atau sudah di makan ternyata tidak halal, sikap dari konsumen muslim 
 
 
tersebut rata-rata tidak akan membeli masakan tersebut kembali tanpa melapor 
atau mengadu pada pihak yang berwenang, 
7) Konsumen muslim setuju apabila ketentuan pencantuman sertifikasi halal di 
setiap rumah makan menjadi sesuatu yang wajib, 
8) Konsumen muslim setuju apabila rumah makan yang tidak memberlakukan 
makanan halal diberi sanksi. 
Ditinjau dari karakteristik responden antara pihak pelaku usaha (rumah makan 
seafood) dan konsumen muslim, hasil penelitian tidak dapat mewakili persepsi 
pengetahuan dan penerapan sertifikasi halal dan tidak dapat mewakili harapan 
masyarakat pada umumnya, terutama tingkat pendidikan responden penelitian dengan 
tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan makanan/masakan halal belum 
secara keseluruhan. Temuan persepsi konsumen terhadap perlindungan konsumen 
muslim yang sangat kontras dimungkinkan karena konsumen muslim menginginkan 
kehalalan dalam masakan yang mereka makan namun tidak memahami atau tidak 
memiliki typologi pelayanan ideal, karena konsumen muslim tidak fokus terhadap 
kandungan bahan makanan dan proses memasak seafood yang akan disajikan. Tetapi 
perhatian konsumen hanya terbatas pada perasaan puas atas pelayanan yang diterima 
dari pihak rumah makan, karena melihat jumlah pengaduan dari konsumen muslim 
yang masih relatif sedikit. 
Konsumen muslim juga belum menggunakan hak konsumen dengan baik 
sebagai warga Negara Indonesia karena mereka belum menyadari pentingnya 
perlindungan konsumen muslim dengan cara pencatatan sertifikasi halal, dan pelaku 
usaha hanya memandang sebelah mata karena aturan dari pemerintah yang tidak 
efektif dengan sifat pencatatan sertifikasi halal yang sifatnya hanya sukarela dan 
pelaku usaha tidak wajib mengajukan pencatatan sertifikasi halal serta LP-POM MUI 
sifatnya pasif yang hanya menunggu pelaku usaha mengajukan pencatatan sertifikasi 
halal. Sehingga perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap masakan 
seafood di rumah makan kota Surakarta secara normatif peraturan perundang-
undangan yang berlaku tidak efektif dan belum melindungi konsumen muslim. 
 
 
 
Dari semua penjelasan diatas dapat kita dapatkan bahwa perlindungan hukum 
bagi konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, peraturan lain yang 
terkait dengan permasalahan mengenai perlindungan konsumen muslim, khususnya atas 
pangan yakni  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Nomor 69 Tahun 1999 tentang 
Label dan Iklan Pangan dan Keputusan Menteri Agama (Kepmen) Nomor 518 Tahun 
2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. 
Lembaga yang wajib dan berkompeten melakukan perlindungan khusus bagi konsumen 
muslim adalah LP-POM MUI, yang berwenang melakukan pemeriksaan dan pengkajian 
terhadap produk pangan yang dimintakan sertifikasi halal. Lembaga lain yang terkait 
dalam melindungi konsumen muslim adalah Departeman Agama yang bertugas 
melakukan sosialisasi dan pembinaan, baik terhadap pelaku usaha maupun konsumen. 
Fakta perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap masakan seafood di 
rumah makan kota Surakarta adalah adanya kelemahan dasar hukum mengenai 
perlindungan bagi konsumen muslim, karena tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha 
untuk mendaftarkan sertifikasi halal dan labelisasi halal. LP-POM MUI tidak dapat 
memaksa pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Kelemahan yang lain 
dikarenakan kesadaran dari pelaku usaha terhadap pangan halal masih kurang dan tingkat 
kesadaran dari konsumen sendiri yang masih rendah, dimungkinkan karena tingkat dasar 
agama untuk menjalankan syari’at Islam tentang kehalalan pangan lemah. 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, perlindungan hukum bagi konsumen muslim 
terhadap masakan seafood di rumah makan kota Surakarta  belum melindungi dan 
menjamin konsumen muslim dalam mengkonsumsi masakan halal. Karena dengan 
adanya sertifikasi halal dan labelisasi halal akan memberikan rasa aman dan kenyamanan 
bagi konsumen muslim mengenai pangan yang akan dikonsumsi. 
Faktor-faktor yang menyebabkan perlindungan hukum bagi konsumen muslim 
tidak efektif, yaitu dikarenakan peraturan hukum bagi konsumen muslim belum ada, 
belum ada peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal. Jika 
dipandang tidak efektif, efisien dan transparan, maka perlu pengkajian untuk membentuk 
mekanisme yang dapat menstimulasi pengaturan perlindungan terhadap konsumen 
muslim serta penegakan hukum (law enforcement) lebih melindungi para pelaku usaha 
 
 
dan penegak hukum tidak proaktif melindungi konsumen muslim, LP-POM MUI bersifat 
pasif dalam menanggapi pencatatan setifikasi halal serta MUI kurang optimal dalam 
masalah evaluasi kepada pelaku usaha yang memproduksi pangan 
 
B. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan mengenai Kewajiban Pelaku 
Usaha Mencantumkan Label Halal dan Sanksi 
Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia mengenai aturan 
makanan yang halal dan baik (thoyyib) bagi konsumen muslim dalam pencatatan 
sertifikat halal, pelaku usaha masih bersifat suka rela artinya pelaku usaha tidak wajib 
mengajukan sertifikasi halal dan LP-POM MUI pasif artinya hanya menunggu pelaku 
usaha yang mengajukan sertifikasi halal sehingga peraturan perundang-undangan belum 
melindungi konsumen muslim secara baik untuk kehalalan dari suatu makanan yang 
dikonsumsi oleh konsumen muslim, karena belum ada kewajiban bagi pelaku usaha 
untuk mencatatkan rumah makan seafood agar bersertifikat halal. 
Untuk itu diperlukan adanya peraturan dan pengaturan yang jelas, yang menjamin 
kahalalan suatu bahan atau produk pangan dengan usaha untuk melakukan harmonisasi 
peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban pelaku usaha mencantumkan label 
halal dan sanksi dapat dilakukan dengan cara menghilangkan ketidakseimbangan dan 
melakukan penyesuaian terhadap unsur-unsur sistem hukum.  
Harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-
undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas 
hukum dengan tujuan meningkatkan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan 
dan kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum tanpa mengaburkan dan 
mengorbankan (Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat: 219). 
 
Secara konseptual, harmonisasi sistem hukum bisa dilakukan secara keseluruhan 
yang dapat melibatkan mata rantai hubungan tiga komponen sistem hukum, yaitu 
subtansi hukum (legal substance), struktur hukum beserta kelembagaannya (legal 
structure) dan kultur hukum (legal culture) atau salah satu bagian dari mata rantai 
hubungan dari tiga komponen sistem hukum. 
Terkait dengan pendapat Fuller mengenai ukuran dan kualifikasi mengenai sistem 
hukum yang mengandung moralita tertentu, yaitu terhadap peraturan perundang-
 
 
undangan yang berlaku bagi perlindungan konsumen sudah dapat dikatakan harmonis, 
karena sudah dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi konsumen, khususnya 
konsumen muslim di Indonesia. Menurut delapan principle of legality dalam substansi 
perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap konsumen sudah dirumuskan 
secara jelas, artinya dalam rumusan perundang-undangan sudah dapat dimengerti dan 
belum ada kecocokan atau konsistensi antara peraturan yang diundangkan dengan 
pelaksanaan sehari-hari. Hal tersebut merupakan suatu fakta yang sudah memberikan 
kesejahteraan dan keadilan bagi konsumen muslim, yang dapat ditunjukan: 
Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: 
1. Pasal 4 huruf a disebutkan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, 
keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pasal ini 
menunjukkan, bahwa setiap konsumen termasuk konsumen muslim yang merupakan 
mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang nyaman 
dikonsumsi olehnya. Dengan pengertian bahwa barang tersebut tidak bertentangan 
dengan kaidah agamanya, yaitu halal. Selanjutnya, dalam huruf c disebutkan bahwa 
konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa. Hal ini memberikan pengertian kepada kita bahwa 
keterangan halal yang diberikan oleh pelaku usaha haruslah benar atau telah teruji 
terlebih dahulu. Dengan demikian pelaku usaha tidak serta merta mengklaim bahwa 
produknya halal, sebelum melalui pengujian kehalalan yang ditentukan. 
2. Pasal 8 ayat (1) huruf h menggariskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi 
dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan 
produksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. 
Undang-undang ini menggariskan penerapan ketentuan produksi secara halal 
sebagaimana kehalalan yang dinyatakan dalam label untuk menciptakan kepastian 
hukum dan perlindungan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan 
produk halal. 
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang berkaitan 
dengan penandaan halal terdapat dalam: 
1. Pasal 30 ayat (1) dan (2) yang menggariskan bahwa setiap orang yang memproduksi 
atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk 
 
 
diperdagangkan wajib mencantumkan label yang antara lain memuat keterangan 
tentang halal agar masyarakat terhindar dari mengkonsumsi yang tidak halal. Dalam 
penjelasan Pasal 30 ayat (2) bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan 
sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. 
Namun pencantuman pada label halal pangan baru merupakan kewajiban apabila 
setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan ke wilayah Indonesia 
untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal 
bagi umat Islam. Adapun keterangan halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar 
dari mengkonsumsi pangan yang tidak halal (haram). Dengan mencantumkan label 
pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat 
pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut. 
2. Pasal 33 disebutkan bahwa setiap label dan atau iklan tentang pangan yang 
diperdagangkan harus memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak 
menyesatkan. Setiap orang dilarang memberikan keterangan dan atau pernyataan 
tentang pangan yang diperdagangkan melalui, dalam, dan atau dengan label dan iklan 
apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan atau menyesatkan. 
Jika pencantuman label halal menjadi tanggungjawab pelaku usaha tanpa 
melalui pemeriksaan oleh pihak yang berwenang, maka akan sangat membahayakan 
konsumen karena konsumen berada pada pihak yang sangat lemah dan yang sangat 
kritis, sangat bertentangan dengan pelabelan yang berlaku di seluruh dunia. Di negara 
manapun berlaku ketentuan bahwa segala sesuatu yang dinyatakan dalam label oleh 
pelaku usaha, telah melalui suatu pemeriksaan oleh pihak yang berwenang. Jika label 
halal boleh dicantumkan oleh pelaku usaha tanpa melalui pemeriksaan dan sertifikasi 
oleh pihak yang berwenang, maka hal ini bertentangan dengan aturan umum yang 
sudah berlaku, apalagi masalah halal merupakan masalah yang sangat sensitive bagi 
umat Islam. Oleh karena itu pemerintah perlu mengatur, mengawasi da melakukan 
tindakan yang diperlukan agar pangan yang diperdagangkan tidak meyesatkan. 
3. Pasal 34 disebutkan bahwa setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan 
bahwa pangan yang dipedagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau 
kepercayaan tertentu, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan 
 
 
persyaratan agama atau kepercayaan tersebut. Dalam ketentuan ini hanya dibuktikan 
dari bahan baku, bahan tambahan pangan, tetapi mencakup proses pembuatannya. 
Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 110 yang 
menyebutkan bahwa setiap orang/atau badan hukum yang memproduksi dan 
mempromosikan produk makanan dan minuman dan/atau yang diperlakukan sebagai 
makanan dan minuman hasil olahan teknologi dilarang menggunakan kata-kata yang 
mengecoh dan/atau yang disertai klaim yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. 
Pelaku usaha harus memberikan keterangan yang benar, sehingga tidak menyesatkan bagi 
konsumen muslim. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan 
Pangan: 
1. Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau 
memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk 
diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan yang dikemas ke dalam wilayah 
Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi 
umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib 
mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Pernyataan tentang halal 
tersebut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari label. Pencantuman 
keterangan halal atau tulisa ”halal” pada label pangan merupakan kewajiban apabila 
pihak yang memproduksi dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia 
menyatakan (mengklaim) bahwa produknya halal bagi umat Islam. 
2. Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa untuk mendukung kebenaran pernyataan halal 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, setiap yang memproduksi atau memasukkan 
pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib 
memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksaan yang telah 
diakreditasi sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) tersebut, utuk menghindari timbulnya keraguan di 
kalangan umat Islam terhadap kebenaran pernyataan halal dan untuk kepentingan 
kelangsungan dan kemajuan usahanya, sudah pada tempatnya bila pangan yang 
dinnyatakan sebagai halal tersebut diperiksakan terlebih dahulu pada lembaga yang 
 
 
berwenang. Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ketentraman dan 
keyakinan umat Islam bahwa pangan yang akan dikonsumsi aman dari segi agama. 
Dalam Keputusan Menteri Agama (Kepmen) Nomor 518 Tahun 2001 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal Pasal 6 ayat (1) huruf 
c menyebutkan bahwa tim pemeriksaan terhadap obyek yang berkaitan dengan proses 
produksi, yaitu cara berproduksi meliputi cara penyembelihan hewan potong, pemilihan 
bahan baku, pemilihan bahan penolong dan bahan baku tambahan, cara pengolahan, cara 
penyajian. Pemeriksaan tersebut dimaksud agar dalam proses produksi dilakukan dengan 
sistem halal. Dalam ayat (5) bahan baku dan bahan penolong harus memenuhi 
persyaratan tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi, alkohol, 
dan barang haram lainnya serta bahan berupa daging harus berasal dari hewan halal yang 
disembelih menurut tata cara syari’at Islam. Dalam ayat (6) menyebutkan bahwa cara 
pengolahan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan dengan 
menghindari terkontaminasinya produk dari bahan-bahan haram dan mengikuti prosedur 
pelaksanaan baku yang terdokumentasi. Bagi umat Islam sangat memperhatikan obyek 
yang diproduksi dan menghindari terkontaminasinya produksi, dengan demikian perlu 
adanya jaminan kehalalan suatu produk pangan yakni dengan pencantuman label halal 
untuk suatu produksi. 
Sesuai dengan pendapat J.B.J.M. ten Berger, pemahaman keagamaan yang 
dibangun dari ajaran agama, harmonisasi antara ajaran agama (Islam) dengan sistem 
hukum diperlukan interpretasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Negara hokum, yaitu 
sesuai dengan asas legalitas yang berlaku di negara Indonesia. Aplikasi dalam produk 
pangan untuk menjamin kehalalan suatu produk yang dituangkan dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan 
Keputusan Menteri Agama (Kepmen) Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata 
Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. 
Sistem hukum nasional Indonesia berdasarkan UUD 1945 merupakan cerminan 
dari hasil interaksi antara pemikiran Hans Kelsen tentang teori jenjang Norma (Stufenbau 
Theory), dan teori jenjang norma hukum (die Theory vom Stufentordung der 
 
 
Rechtsnormen). Jadi norma hukum, yang berlaku berada dalam sistem yang berlapis-lapis 
dan berjenjang sekaligus berkelompok-kelompok dimana suatu norma itu berlaku 
bersandarkan pada norma tertinggi. Dalam UUD 1945, dengan jelas bahwa Pancasila 
sebagai norma dasar negara (Staatsfundamentsalnorm). 
Dalam rangka menciptakan harmonisasi hukum dan pembaharuan sistem 
peraturan perundang-undangan, jenis, dan hirarki peraturan perundang-undangan yang 
merupakan perlindungan hukum bagi konsumen muslim mengenai kewajiban pelaku 
usaha mencantumkan label halal dan sanksinya, dapat diasumsikan sebagai berikut: 
1. Kompilasi Hukum Islam, 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, 
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 
6. Peraturan Pemerintah  Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, 
7. Keputusan Menteri Agama (Kepmen) Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan 
Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. 
Dalam peraturan perundang-undangan di atas seharusnya memenuhi konsep 
validitas dan aturannya menjadi valid untuk ditujukan agar orang-orang bertindak sesuai 
aturan, sehingga peraturan perundang-undangan tersebut dapat memberikan sanksi yang 
tegas bagi pelaku usaha yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan tersebut. 
Adapun pelanggaran dan sanksinya: 
1. Melakukan pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal 
ini melanggar Pasal 253 Bab XI mengenai Pemalsuan dan Merek diancam dengan 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, 
2. Melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen Pasal 8 di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), 
3. Melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang 
Pangan Pasal 30, Pasal 33, dan Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 
3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh 
juta rupiah), 
 
 
4. Melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah  Nomor 69 Tahun 1999 
tentang Label dan Iklan Pangan dikenai sanksi administratif berupa: 
a. Peringatan secara tertulis, 
b. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk 
menarik produk pangan dari peredaran, 
c. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, 
d. Penghentian produksi untuk sementara waktu, 
e. Pengenaan denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 
atau, 
f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV. PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, atas 
data dari 7 (tujuh) rumah makan seafood di kota Surakarta dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Perlindungan Hukum Terkait Label Halal bagi Konsumen Muslim terhadap Masakan 
Seafood di Rumah Makan Kota Surakarta 
a. Peraturan hukum mengenai perlindungan konsumen muslim atas pangan 
(kehalalan) untuk labelisasi halal sudah ada, baik peraturan dalam bentuk undang-
undang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) maupun peraturan pelaksanaan 
(Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan 
Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata 
Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal). 
b. Implementasi peraturan jaminan halal atas makanan seafood di rumah makan kota 
Surakarta khususnya maupun di rumah makan lain pada umumnya masih 
memerlukan tindak lanjut peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis agar bisa 
diterapkan. 
2. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai Kewajiban Pelaku Usaha 
Mencantumkan Label Halal dan Sanksi 
a. Harmonisasi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaku usaha 
tentang kewajiban pencantuman label halal khususnya produk pangan termasuk 
rumah makan seafood cukup baik namun pelaksanaannya belum berjalan secara 
penuh. 
b. Sanksi-sanksi yang merupakan daya paksa untuk pelaku usaha wajib 
mencantumkan label halal belum menjadi kekuatan yang memaksa karena 
implementasi peraturan belum berjalan dengan baik. 
 
 
 
 
B. Saran 
1. Pemerintah mengupayakan adanya payung hukum yang tegas untuk melindungi 
konsumen muslim secara spesifik mengenai jaminan pangan halal disertai sanksi 
yang berat bagi pelanggarnya, 
2. Pemerintah segera menindak lanjuti Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk 
Halal, karena draf undang-undang tersebut sudah masuk dan disahkan oleh parlemen 
menjadi rancangan, 
3. Pemerintah harus lebih aktif lagi dalam menegaskan mengenai perlindungan bagi 
konsumen muslim agar mendapatkan produk makanan dengan jaminan halal. Dan 
perlu meningkatkan kesadaran pelaku usaha, mengingat pencatatan sertifikasi halal 
yang sifatnya sukarela, 
4. Pemerintah sebaiknya mengadakan pengawasan yang lebih intensif terhadap produk 
masakan yang di olah dari suatu rumah makan dan mengadakan sosialisasi yang lebih 
jelas mengenai sertifikasi halal dan labelisasi halal kepada setiap pemilik rumah 
makan, 
5. Pelaku usaha segera mengurus pencatatan label halal untuk memberikan jaminan 
halal bagi konsumen muslim. 
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